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RINGKASAN

Ashawy Sahavia Grandysta, 2019, Implementasi Kebijakan Kawasan Permukiman Daerah
Kawasan Industri (Studi Implementasi Perda No 9 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029), Skripsi, Jurusan Administrasi Publik, Pogram Studi
Administrasi Pemerintahan, Fakultas llmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Komisi
Pembimbing: Dr. Bambang Santoso Haryono, MS, Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP, 169 halaman

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan
Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun yang
membahas mengenai penataan kawasan permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten
Madiun, serta faktor-faktor yang memepengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah No 9
Tahun 2011. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu
memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data
diperoleh dari wawancara, observasi,dan arsip. Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan
dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui kondensasi data yang sesuai
dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama yang
ingin dijawab pada penelitian ini.

Hasil dari penelitaian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan kawasan
permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten Madiun., ada empat variable dalam kebijakan
publik yaitu Komunikasi Komunikasi dalam pelaksanaan implementasi penetaan kawasan
permukiman belum terjalin dengan baik ini terlihat dari komunikasi anatara instansi pemerintahan
pengembang perumahan serta warga pemilik hunian dikawasan industri, Sumber Daya sumber
daya pendukung dan pemhamdat dari implementasi tersebut dari sumber daya alam maupun
sumberdaya manusia, sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Madiun adalah di sertor pertanian,
perkebunan dan berkembang di bidang industri sumber daya manusia dalam pengimplementasia
adalah BAPPEDA dan DPUPR Pengembang Perumahan serta masyarakat itu sendiri, Sikap dan
Struktur BAPPEDA sebagai perumus kebijakan selanjutnya DPUPR sebagai implementator
dilapangan dan disampaikan kepada pengembang permukiman, Keempat faktor diatas harus
dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang
sangat erat. Daei keempat faktor tersebut faktor kumunikasi yang masih jadi penghambat dalam
implementasi tersebut kemudian faktor sumberdaya manusia baik terbatasnya jumlah
implementator serta sulithnya warga menerima kebijakan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kabupaten Madiun Belum mampu mengatasi
permasalahan penataan kawasan penataan permukiman daerah kawasan industri, hal ini terlihat
masih banyaknya warga yang menetap dan tidak mau direlokasi ke daerah perumahan yang telah
disiapkan oleh pemerintah daerah melalui BAPPEDA serta DPUPR Kabupaten Madiun. Saran bagi
penelitian selanjutnya agar dapat memperhatikan auditor penelitian sebagai dasar informasi
yang digali, memperluas situs penelitian sehingga data yang diperoleh lebih kompleks dan
data yang diperoleh lebih variatif, mengganti metode penelitian dengan kuantitatif sehingga

data yang diambil lebih falid

Kata kunci : implementasi, kebijakan, kawasan permukiman, pemerintah daerah
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SUMMARY

Ashawy Sahavia Grandysta, 2019, Implementation of Regional Settlement Area Policy for Industrial
Estates (Study of Implementation of Regional Regulation No. 9 of 2011 Madiun District Spatial Plan
2009-2029), Thesis, Public Administration Department, Government Administration Study Program,
Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya, Advisory Commission: Dr. Bambang Santoso
Haryono, MS, lke Arni Noventi, S.AP, M.AP, 169 pages

The purpose of this study was to find out and analyze the process of implementing Regional Regulation
No. 9 of 2011 Madiun District Spatial Planning which discussed the arrangement of residential areas in
industrial areas in Madiun Regency, as well as factors that influenced the process of implementing regional
regulation No. 9 of 2011. The type of research used in this study is descriptive, namely providing an
overview or explanation of the procedure for obtaining qualitative research data, data obtained from
interviews, observations, and archives. The research results that are considered relevant to the problem
under study are analyzed qualitatively through condensation of data in accordance with the main points in
the focus of the research and converge on the main problems that are to be answered in this study

The results of this research show that the implementation of the industrial estate area settlement policy
in Madiun Regency, there are four variables in public policy namely Communication Communication in
the implementation of the implementation of the settlement area that has not been well established can be
seen from the communication between housing developers and residential residents in the industrial area,
the resources of the supporting resources and observers of the implementation are from natural resources
and human resources, the natural resources in Madiun Regency are in the agriculture, plantation and
developing sectors in the human resource industry in implementing the BAPPEDA and Housing Developer
DPUPR as well as the community itself, the attitude and structure of BAPPEDA as the next policy
formulator DPUPR as the implementer in the field and conveyed to settlement developers. The four factors
above must be carried out simultaneously because of the or with others who have a very close relationship.
If the four factors are communication factors which are still obstacles in the implementation, then human
resource factors are both the limited number of implementers and the difficulty of citizens to accept the

policy.

The conclusion of this study is that Madiun District has not been able to overcome the problem of
structuring the settlement area arrangement in industrial zones, it is seen that there are still many residents
who are settled and unwilling to relocate to residential areas that have been prepared by the local
government through BAPPEDA and DPUPR Madiun Regency. Suggestions for further research in order
to be able to pay attention to the auditor's research as the basis of the information extracted, expand the
research site so that the data obtained is more complex and the data obtained is more varied, replacing
guantitative research methods so that the data taken is more valid

Keywords: implementation, policies, residential areas, local government
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan untuk menjamin
segala Hak seluruh warga masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh
Negara. Dalam memenuhi kebutuhan dasar tiap-tiap warga pemerintah harus
memberikan pelayanan publik yang maksimal untuk dapat memenuhi Hak
tiap warganya. Akan tetapi sebaliknya warga masyarakat juga harus
memenuhi kewajibannya dan perannya untuk mencapai tujuan Negara dan
menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat dan pemerintah juga harus

memenuhi segala peraturan yang telah disusun dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor [1I/MPR/1978 tetntang
kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara menyatakan
bahwa Organisasi tertinggi dalam suatu Negara adalah pemerintah,
pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang baik terhadap warga
Negara karena masyarakat mempunyai drajat tertinggi didalam sebuah
Negara. Seiring dengan adanya otonomi daerah, maka secara hierarki
pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kotamadya. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, terdapat adanya penyerahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat



mengatur dan mengurus daerahnya serta rumah tangga keuanganya sendiri.
Pemerintah daerah wajib membuat regulasi tentang arah pemerintahan yang
akan dijalankan, sehingga pemerintahan daerah akan berjalan lurus dan
terarah sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembuatan regulasi
tersebut harus mempertimbangkan kondisi faktual yang berada pada daerah
dan kondisi masyarakat pada saat itu. Dalam regulasi tentang Pemerintahan
Daerah Nomor 23 Tahun 2014 salah satu aspek yang harus diperhatikan

daerah dalam pembuatan regulasi adalah mengenai tata ruang daerah.

Didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan
yang berbentuk republik dengan menganut asas otonomi dengan sistem
desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu dengan cara
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk
menjalankan hak otonomi daerah. Menurut Koesoematmadja (dalam Juanda,
2008:2) menyebutkan desentralisasi adalah pembagian kekuasaan antara
pemerintahan, dari pemerintahan pusat dengan kelompok lain yang masing-
masing mempunyai wewenang kedalam suatu pemerintahan daerah tertentu
dari suatu negara. Sedangkan didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud asas otonomi adalah suatu
prinsip dasar didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah yaitu hak penduduk yang tinggal didalam suatu
daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan

urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang telah



berlaku (Hanif, 2007:30). Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah,
diharapkan setiap daerah mampu berinovasi didalam mencari sumber
penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan didalam berbagai sektor yang ada di daerah.
Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam memanfaatkan dan mengelola
berbagai potensi daerah yang bisa diandalkan. Hal ini sesuai dengan yang
diamanatkan didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya disebutkan secara politis daerah
memiliki kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan setiap potensi

daerah yang ada di daerahnya masing-masing.

Peran dari pemerintah daerah sebagai salah satu unsur dari
implementasi otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintahan daerah yang ada dibawahnya untuk menciptakan berbagai
kebijakan guna menambah pendapatan daerah, mempertahankan, dan
mengelola potensi daerah diberbagai sektor. Menurut Hanafi dan Laksono
(2009:8) pemberian otonomi seluas-luasnya adalah memberikan kewenangan
kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dari pemerintahan
pusat didalam bidang-bidang tertentu yang hidup dan berkembang untuk
mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu baik pengembangan kehidupan
demokrasi keadilan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi

antara pemerintah pusat dan daerah.

Dapat disimpulkan didalam melaksanakan tugas otonomi yang
diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah baik itu dari unsur

aparat, sarana prasarana, dan keuangan harus dalam keadaan baik sehingga



jalannya pemerintahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seiring dengan
pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, masalah tata ruang juga
mengalami perkembangan. Rujukan regulasi tentang RTRW (Rencana Tata
Ruang Wilayah) telah mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
Selain itu, diikuti dengan beberapa regulasi yang juga berubah seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ketelitian Penggunaan
Peta dalam Tata Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16
Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan RTRW, serta Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Analisa dan
Evaluasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Beberapa rujukan regulasi tersebut
dibuat untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
menyebutkan, bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyelenggaraan penataan ruang dalam hal ini, meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan public mengenai tata ruang terdapat
suatu teori mengenai berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan.
Menurut model George Edward iii, implementasi dapat dikatakan berhasil
apabila empat variabel sudah dipenuhi atau dijalankan dengan baik, antara
lain adalah Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya, dan Birokrasi. Pendapat
tersebut jika digunakan untuk menilai suatu keberhasilan maka akan sangat

sinkron, terlebih dengan permasalahan perencanaan tata ruang yang ada.



Masalah penaataan ruang menjadi hal yang sangat krusial pada
wilayah berkembang (wilayah yang mengalami perkembangan menuju
daerah maju) di Indonesia. hal ini disebabkan pembangunan permukiman
yang diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan kota yang berkualitas,
menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, berkeadilan, berbudaya
dan sebagai wadah bagi peningkatan produktivitas dan Kkreativitas
masyarakat, serta mewujudkan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan
pemerintahan, sebagaimana visi yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Madiun dalam melakukan penataan ruang di Kabupaten Madiun.

TABEL 1.1 POFIL INDUSTRI FORMAL MENURUT

KECAMATAN, 2017

Kecamatan unit usaha Tenaga Kerja  Nilai Investasi 5 produksi
(1 2) ©) (4) ()

01. Kebonsari 592 332 2880721 12 298 200
02. Geger 69 509 7 605 480 19077 410
03. Dolopo 80 772 10 014 750 19 684 430
04. Dagangan 56 251 4028 466 10 652 011
05. Wungu 76 830 7033900 20 048 860
06. Kare 22 221 1501673 2908 860
07. Gemarang 17 56 807 633 1776 304
08. Saradan 40 346 5422 540 9110180
09. Pilangkenceng 47 274 7515524 13 136 355
10. Mejayan 79 586 8195 445 20223 649
11. Wonoasri 52 340 4936 133 9647 230
12. Balerejo 54 197 4404 320 8335800
13. Madiun 67 1839 7510 265 24 114 580
14. Sawahan 29 105 1648 267 4194 564
15. Jiwan 63 211 5234500 8033 287
Jumlah/ Total 803 6869 78739 617 183241720
2017 716 6477 75227 800 172 951 450

2016 690 6 405 73612781 170 037 122

2015 580 6224 68 924 137 164 742 276

2014 464 5875 62 226 664 149 295 758




Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan penyediaan
akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui
peningkatan maupun pembangunan baru. Kabupaten Madiun merupakan
kabupaten yang memiliki daya tarik terhadap perpindahan penduduk.
Pertumbuhan dan pembangunan di bidang industrial yang terus meningkat
memungkinkan suatu tuntutan atas kebutuhan ruang dan lahan atas
pertumbuhan laju penduduk dan perekonomian serta adanya pola urbanisasi
yang terjadi. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan
terhadap pelaksanaan penataan ruang dan kebijakan pembangunan
permukiman dan perumahan. Pembangunan di Wilayah Kabupaten Madiun
sudah tidak merata, pembangunan tersebar pada wilayah pedesaan yang
memiliki akses mobilisasi yang sangat sulit sehingga sudah seharusnya
pembangunan diarahkan ke daerah potensial yang mimiliki akses mudah serta

mendukung roda perekonomian masyarakat.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam pemerintahan kota/kabupaten
yang sudah/ sedang berkembang adalah tata ruang wilayah, hal tersebut kerap
terjadi didaerah perkotaan yang sudah mulai mengalami pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Untuk dapat memenuhi Hak
tiap-tiap warganya untuk memperoleh pemukiman yang layak huni, serta
dapat meningkatkan semangat produktivitas masyarakatnya serta
menigkatkan rata-rata tingkat pendapatan warganya, maka pemerintah
merumuskan penataan kawasan pemukiman yang strategis dan
mempermudah masyarakatnya. Ini adalah visi dan misi tiap pemerintah

daerah. Tidak terkecuali Kabupaten Madiun.



Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya
terutama di daerah perkotaan, maka dari itu harus diimbangi juga dengan
pembangunan dan peningkatan pelayanan publik baik di sektor pelayan
ataupun  kontruksi. Kabupaten Madiun yang sedang mengalami
perkembangan dalam aspek industri, Pemerintah Kabupaten Madiun
membuka 1.000 hektar lahan untuk kawasan industri di Kecamatan
Pilangkenceng. Pembukaan kawasan industri itu dilakukan menyusul
tingginya minat investor membuka usaha di Kabupaten Madiun. Targetnya,
1.000 hektar di Kecamatan Pilangkenceng yang berdekatan pintuk keluar
masuk tol Ngawi-Kertosono dijadikan sebagai kawasan industri. "Pembuatan
kawasan industri lantaran tingginya minat pengusaha berinvestasi di
Kabupaten Madiun,” ujar Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun,
Agung Budiarto(03/10/2017), hal tersebut membuat pemerintah harus
merumuskan sebuah kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten
Madiun. Dikarnakan meningkatnya jumlah industri serta diiringi dengan
meningkatnya jumlah penduduk. Disamping kebijakan penataan kawasan
industri pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan mengenai
pemukiman penduduk. Dampak dari perkembangan penduduk adalah
timbulnya suatu permasalahan. Terutama masalah permukiman serta tidak
meratanya pembangunan yang ada di Kabupaten Madiun. Terlihat
pembangunan yang terjadi di Kabupaten Madiun lebih banyak terjadi di
daerah perdesaan dan kurang merata seperti di Daerah Caruban dan

kecamatan Madiun yang memprioritaskan pembangunan perumahan di



Daerah pedesaan, padahal dalam peta SSWP Kabupaten Madiun sudah
dijelaskan lokasi mana saja yang di programkan untuk pembanguna

pemukiman.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Madiun meningkat
akan tetetapi penumpukan jumlah permukiman hanya terjadi di beberapa titik
terutama didaerah perputaran ekonimi di Kabupaten Madiun yaitu di Kota
Caruban saja dan tidak merata, serta melakukan pengembangan dan
peningkatan kualitas permukiman. Mengingat luasnya wilayah (1.010,86
Km2) daripada Kabupaten Madiun dalam perda No 9 Tahun 2011 telah di
atur dan di bagi dalam tiap-tiap daerah dan fungsionalitasnya salah satunya
membagi menjadi 2 kawasan yaitu perkotaan dan pedesaan, yang simaksud
perkotaan dan pedesaan disini adalah permukiman di daerah sekitar
keramaian seperti pusat pemerintahan Kecamatan, banyaknya jumlah
Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun menuntut Pemerintah Daerah
mengembangkan potensi masing-masing kecamatan pada pitensi masing-
masing Kecamatan. Dalam setiap pembangunan suatu permukiman telah
direncanakan suatu permukiman yang sesuai dengan pemanfaatan ruang
dikarenakan agar suatu lahan memiliki fungsi yang sesuai dengan
peruntukanya. Dalam Jurnal Administrasi Publik Volume 2 (Febriyanti,

Ribawanto, dan Praseyto. 2014).



Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Madiun, 2010- 2015

Laju Pertumbuhan
Jumlah Penduduk Penduduk Per
Kecamatan Tahun (%
2010 2015 2010-2015

01. Kebonsari 51 475 52719 2,42
02. Geger 57 831 59 392 2,70
03. Dolopo 51 686 52 289 1,17
04. Dagangan 44 A87 44 863 0,85
05. Wungu 55111 57 367 4,09
06. Kare 29 481 29 442 -0.13
07. Gemarang 30923 31338 1,34
08. Saradan 60 841 64 424 5,89
09. Pilangkenceng 50 076 49 944 -0.26
10. Mejayan 41 987 42 641 1,56
11. Wonoasti 31372 31408 0,11
12. Balerejo 40 886 40 680 -0.5
13. Madiun 36 963 37 622 1,78
14. Sawahan 23 777 24 073 1,24
15. Jiwan 56 580 57 885 2,31

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Febriyanti, Ribawanto, dan Praseyto.

2014)

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, pada dasarnya telah membuat
ketentuan mengenai tata ruang Kabupaten Madiun yang salah satunya mengatur
mengenai permasalahan penumpukan jumlah pemukiman tersebut yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029. Setiap pembangunan suatu

permukiman telah direncanakan suatu permukiman yang sesuai dengan



pemanfaatan ruang dikarenakan agar suatu lahan memiliki fungsi yang sesuali

dengan peruntukanya. Dalam pasal 37 menjelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana
dimaksud dalam pasal 28 huruf i, yaitu pengembangan kawasan
permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta
mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

b. Strategi pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman
dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan,
meliputi :

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan
terutama di area konservasi/ lindung;

2. Mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan
dengan Kkarakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi
masyarakat perdesaan;

3. Meningkatkan kualitas permukiman khususnya di kawasan
perkotaan;

4. Mengembangkan perumahan terjangkau khususnya di
kawasan perkotaan;

5. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan
dan perkotaan;

6. Mengembangkan kasiba/lisiba mandiri;

7. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) serta
penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi rumah

sederhana sehat;
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10.

11.

12.

13.

14.

Mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat
guna bidang perumahan;

Meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan
dan perdesaan serta implementasi regulasi jasa konstruksi,
pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan
rumah negara;

Meningkatkan implementasi teknologi dan industri
perumahan;

Meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi,
pembangunan, dan pengelolaan bangunan gedung dan
rumah negara;

Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan
sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan,
kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan;
Meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam
penyediaan perumahan agar tercipta pasar primer yang
sehat;

Mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang
ditunjang dengan peningkatan penyediaan tanah untuk
peningkatan pengembangan kawasan permukiman di
perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan rencana tata

ruang;
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15. Mengembangkan  pembangunan  perumahan  dan
permukiman yang bertumpu pada keswadayaan
masyarakat; dan

16. Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan
sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan,
kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan, serta

penurunan luasan kawasan kumuh.

Pada prakteknya, pembangunan pemukiman di Kabupaten Madiun
tidak berdasarkan ketentuan yang terdapat daam Pasal 37 Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Madiun 2009-2029 tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan
pembangunan pemukiman yang menumpuk dan tidak merata. Sehingga
terjadi perbedaan antara das sollen (aturan hukum) dan das sein (kenyataan

dilapangan) terkait pembangunan pemukiman di Kabupaten Madiun.

GAMBAR 1.1 PETA PERSEBARAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MADIUN
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Sumber : BPBD Kabupaten Madiun 2019
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Permasalahan sebagaimana dijelaskan diataslah yang mendasari
Penulis untuk melakukan penelitian ini. Urgensi dari dilakukannya penelitian
ini oleh Penulis adalah menganalisis implementasi kebijakan penataan
permukiman di kawasan potensial industri di Kabupaten Madiun, dan upaya
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penataan
permukiman di kawasan potensial industri di Kabupaten Madiun. Karena
dari fenomena yang terjadi diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan
penelitian dengan judul penelitian implementasi kebijakan  kawasan
permukiman daerah kawasan industri di kabupaten madiun (studi
implementasi perda no. 9 tahun 2011 rencana tata ruang wilayah kabupaten
madiun 2009-2029)

Rumusan Masalah

Penelitian ini nantinya akan melihat fenomena-fenomena dari penataan
kawasan permukiman Kabupaten Madiun yang sedang berjalan. Untuk itu
dalam menemukan dan meneliti fenomena tersebut, maka peneliti
memerlukan suatu acuan awal dalam bentuk suatu rumusan masalah, antara

lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Madiun 2009-2029 terkait kebijakan kawasan pemukiman daerah
industri di Kabupaten Madiun?

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi tentang implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029 terkait

kebijakan kawasan pemukiman daerah industri di Kabupaten Madiun?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas,maka tujuan

penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implemetasi Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029 terkait kebijakan kawasan
pemukiman daerah industri di Kabupaten Madiun.

2. Untuk menganalisis hambatan implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029 terkait kebijakan kawasan

pemukiman daerah industri di Kabupaten Madiun.

Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendirikan manfaat berbagai pihak

yang berkepentingan, yaitu:

1. Kontribusi Akademis
Kontribusi akademis yang dapat diberikan dari dilakukannya penelitian
ini antara lain, sebagai berikut:
a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai
masukan atau sebagai sumber informasi bagi pihak lain khususnya
pihak akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai implementasi penataan kawasan permukiman.
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b) Bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang
pelaksanaan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Madiun.
c) Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan
kemampuan berpikir dan belajar menganalisis terkait implementasi

kebijakan penataan kawasan permukiman.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis yang dapat diberikan dari dilakukannya penelitian ini

antara lain adalah sebagai berikut:

a) Diharapkan mampu memberikan memberikan wawasan dan
gambaran bagi kalangan pemerintah dan stakeholder yang terlibat
pada penataan kawasan permukiman.

b) Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah khususnya
Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang dapat digunakan
sebagai dasar atau pedoman dalam memberikan peran dan
pemberdayaan lebih lanjut guna memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang selama ini dilakukan, dalam hal ini kaitanya

tentang penataan kawasan permukiman.

Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pembahasan sehingga lebih terarah secara
sistematis maka penulisan dalam skripsi ini disusun dengan sistematika

pembahasan sebagai berikut:
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BAB |

BAB Il :

BAB Il

: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan sub bab pendahluan yang
meliputi: latar belakang masalah yang menjelaskan tentang
pentingnya penelitian yang merupakan bentuk pernyataan secara
ringkas tentang permasalahan dalam penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika pembahasan yang berisi pemadatan isi dari masing-

masing bab yang akan ditulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari
buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
teori yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan yaitu

George Edward iii.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian
yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis,
kemudian lokasi dan situs penelitian tempat penelitian
dilaksanakan,sumber data yang digunakan penelitian. Pengumpulan
data yang menyangkut bagaimana penulis memperoleh data dan
analisis data yang mengemukakan bagaiman penulis memerlukan
data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sehingga siap

dianalisis serta metode analisis yang dilakukan.

16



BAB IV

BABV:

: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan deskripsi wilayah penilitian dengan
mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian
data dan gambaran umum lokasi penelitian serta analisis dan

interpretasi data.

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari
hasil temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang
selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi pada penelitian

selanjutnya.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tahun Peneliti dan Judul Ringkasan
Instansi Penelitian Penelitian
Penelitian
. Analisis Sektor | Penelitian ini
Reza Rosyida )
Umami Potensial membahas
Pengembangan | mengenai Apa
Universitas Wilayah Guna saja yang
2014 ’ .
Diponegoro Mendorong menjadi sektor
Semarang Pembangunan basisdi
Daerah Di Kabupaten
Kabupaten Pacitan, Apa saja
Pacitan komoditas-
komoditas
unggulan yang
ada pada
masing-masing
kecamatan di
Kab. Pacitan,
dan Bagaimana
pemetaan potensi
ekonomi yang
ada di
Kabupaten
Pacitan
. Implementasi Penelitian ini
De§| Mayang Kebijakan membahas
2017 Sar Penanganan tentang
Universitas Permukiman implementasi
Andalas Kumuh Di lingkungan
Kelurahan Purus | hunian kumuh
Kecamatan didalam kawasan
Padang Barat industri,
Daya Kota lingkungan
Padang kumubh di
kelurahan purus




Tahun Peneliti dan Judul Ringkasan
Instansi Penelitian Penelitian
Penelitian
Ainun Dita Optimasi Penelitian ini
. i Penggunaan membahas
2013 Febrlyan_t " I?utu Lahan Perkotaan | tentang
Gede Ariastita . .
di Kawasan bagaimanakah
Institut Perkotaan Penggunaan
Teknologi Mejayan Lahan Perkotaan
Sepuluh Kabupaten Mejayan
Madiun Kabupaten
Madiun guna
Optimasi
Penggunaan
Lahan

Perkotaan, dan
bagaimanakah
Kriteria Penentu
Pemanfaatan
Lahan Perkotaan
Mejayan
Kabupaten
Madiun guna
Optimasi
Penggunaan
Lahan
Perkotaan, serta
bagaimanakah
Permodelan
Linear
progamming dan
Uji Sensitivitas
Lahan Perkotaan
Mejayan
Kabupaten
Madiun guna
Optimasi
Penggunaan
Lahan
Perkotaan.
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B. Administrasi Publik

1.

Pengertian Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Negara menurut para ahli yang dikutip
oleh Inu Kencana (2006:24), Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:272)
dalam buku Administrasi dan Managemen Umum mengatakan:
“Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi
dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat
kenegaraan.” Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi
publik berhubungan dengan dua orang atau lebih yang bersifat dan
membahas kenegaraan dalam suatu perjanjian untuk mengejar tujuan
bersama di dalam suatu negara.

Menurut Arifin Abdulrachman (1959:2) dalam buku Majalah
Administrasi Negara mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik
adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.”
Pengertian administrasi publik diatas menjelaskan bahwa administrasi
publik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan yang terdiri dari suatu
badan atau lembaga politik-politik dari suatu negara ke negara lain.
Menurut Edward H. Litchfield (1956:1) dalam bukunya Notes on a
General Theory of Administration mengatakan “administrasi Publik
adalah suatu sandi mengenai bagaimana bermacam-macam badan
pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya,
dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.” Definisi tersebut menjelaskan
bahwa administrasi publik merupakan suatu hal yang penting
bagaimana cara- cara suatu badan pemerintahan atau lembaga

pemerintahan tersebut di kumpulkan, di organisasikan, di perlengkapi
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orang-orang yang menjalankannya, dibiayai, diberi suatu tindakan, dan
bagaimana suatu organisasi tersebut di pimpin. Menurut Dwight Waldo
(1955) dalam buku The Study of Public Administration sebagai berikut:
“Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia
dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.” Pengertian
administrasi publik diatas menjelaskan bahwa manajemen dan suatu
organisasi yang terdiri dari beberapa manusia dan peralatan seperti
sarana dan prasarana yang terdiri dari jumlah orang yang terlibat, sifat
tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup serta tugas yang hendak
dijalankan, dan sifat kerja sama yang dapat dikembangkan agar
mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W.
Koenig (1960) dalam bukunya Public Administration mengemukakan:
“Adminitrasi Publik adalah proses kegiatan pemerintah di dalam
melaksanakan kekuasaan politiknya.” Dari definisi tersebut
menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai proses kegiatan yang
artinya sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapu akhirnya
tidak diketahui, yang dimulai sejak adanya dua orang atau lebih yang
bersepakat untuk memulai bekerja sama dan apabila memutuskan untuk
tidak bekerja sama lagi harus diputuskan bersama yang digunakan
untuk melaksanakan kekuasaan politik disuatu negara. Jadi, dari
beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
Administrasi Publik merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan
kerjasama yang ikhlas dan sukarela yang dilakukan oleh orang dengan

aparatur negara atau aparatur negara atau aparatur pemerintahan untuk
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mengatur dan menjalankan kekuasaan negara guna mencapai tujuan

negara secara efektif dan efisien.

Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi

Keefektifan 5 Tepat Riant Nugroho, Pada dasarnya terdapat
“lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi
kebijakan, yaitu (Nugroho, 2014:686-668):

a. Ketepatan kebijakan menyangkut seberapa jauh kebijakan
yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang hendak
dipecahkan dan bagaimana kejelasan isi kebijakan yang
sesuai dengan permasalahan dimasyarakat.

b. Ketepatan pelaksanaan
Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah,
namun juga dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah,
swasta maupun masyarakat. Ketepatan pelaksana ini
dengan melihat pertama yaitu aktor implementasi
kebijakan. Kedua adalah keterlibatan swasta dan
masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.

c. Ketepatan target
Ketepatan target ini berkenaan dengan bagaimana kondisi
target dalam pelaksanaan suatu kebijakandan apakah
implementasi kebijakan tersebut merupakan kebijakan
yang mungkin sama tidak efektfnya dengan kebijakan ini.
Ketepatan target dinilai dari respon masyarakat terhadap
pelaksanaan kebijakan oleh implementor dan adanya

intervensi mengenai apakah kebijakan tersebut merupakan
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kebijakan yang pada prinsipnya terkait pula dengan
kebijakan lain yang dilakukan oleh implementator
sehingga menimbulkan ketidak efektifan.

Ketepatan lingkungan

Ketepatan lingkungan ini dapat dilihat dari pertama, adalah
lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara
lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana
kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah
lingkungan eksternal kebijakan, dengan melihat
bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media
masa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan.

Ketepatan proses

Ketetapan proses ini berkenaan dengan bagaimana
kesiapan masyarakat dan kesiapan pelaksana kebijakan.
Sikap tersebut dilihat dari mereka memahami, menerima

dan siap menjadi bagian dari kebijakan

Ruang Lingkup Administrasi

Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat

kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah

yang dihadapi masyarakat. Dikatakan Chandler dan Plano (1988:3)

bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks maka apa yang

akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi negara juga

semakin kompleks. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi
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negara maka bisa dikaji dari tulisan-tulisan teoritis dan praktisi
administrasi negara yang populer dan dapat dijadikan dasar.

Harus diakui bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi
negara sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau
dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk
melihat cakupan atau ruang lingkup praktis administrasi publik
dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis-jenis lembaga-
lembaga departemen dan non departemen yang ada. Menurut Chandler
dan Plano (1988:33) bahwa apabila kehidupan menjadi semakin
kompleks permasalahan maka apa yang dikrrja oleh pemerintah atau

administrasi negara juga semakin kompleks.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut The Liang Gie (2004:44) pemerintahan daerah adalah
satuan—satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk
menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok
yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan
daerah. Kepala daerah didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah. Kepala Daerah
dalam suatu pemerintahan dapat dipilih secara demokrasi. Dimana
kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak memiliki tugas dan
wewenang untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
maka sebab itu pemilihan demokrasi dilakukan langsung oleh rakyat hal

itu tercantum didalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003.
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2. Desentralisasi

Didalam undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 7
desentralisasi adalah penyerahan wewenang yang dilakukan oleh
pemerinahan pusat kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.
Sedangkan menurut Lemans (dalam Kuncoro, 2004:3) menyebutkan
desentralisasi dibagi menjadi 2 macam yaitu representative local
government dan field administration. Sedangkan menurut Maddick
(dalam Kuncoro, 2004:3) mendefinisikan desentralisasi sebagai sebuah
proses dekonsentrasi dan devolusi. Dekonsentrasi yaitu merupakan
pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staff
pemerintah pusat yang tinggal diluar kantor pusat, sedangkan yang
dimaksud dengan devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk

melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah.

Rondenelli (dalam Hanafi dan Laksono, 2009:1) mengatakan
bahwa desenralisasi dalam arti luas meliputi setiap penyerahan
kewenangan dari pemerintahan pusat baik kepada pemerintahan daerah
maupun kepada pejabat pemerintahn pusat yang ditugaskan ke daerah.
Tujuan dari dipakainya asas desentralisasi menurut Hanafi dan Laksono
(2009:2) adalah untuk menyalurkan aspirasi politik di daerah untuk
mewujudkan stabilitas politik (tujuan politik) dan untuk menjamin
bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien
didaerah. Sedangkan tujuan dengan adanya desentralisasi menurut
Hanafi dan Laksono (2009:2) adalah untuk menyalurkan aspirasi politik

didaerah untuk menstabilkan stabilitas politik (tujuan politik) dan untuk
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menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan

efisien didaerah.

Menurut Panglima, Juli S (dalam Hanafi dan Laksono, 2009:2)
desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat
pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi kepada pemerintah
dibawahnya untuk mendukung fungsi dan tugas dari pemerintah.
Didalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 desentralisasi fiskal tidak
dinyatakan didalamnya namun dikatakan Hanafi dan Laksono (2009:2)
komponen dari dana perimbangan merupakan sumber-sumber
penerimaan daerah yang sangat penting didalam pelaksanaan
desentralisasi. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang
Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004, kota
dan kabupaten menerapkan asas desentralisasi. Dalam Diknas (2002:70)
asas yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.
Hoogerwerf  sebagaimana dikutip oleh Sarundajang tentang

desentralisasi mengemukakan bahwa:

“Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan
wewenang oleh badan - badan umum yang lebih tinggi kepada
badan-badan umum yang lebih rendah yang secara mandiri dan
berdasarkan  pertimbanganpertimbangan  sendiri  mengambil
keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur kewenangan

yang terjadi dari hal itu”.

Sedangkan menurut Syafiie (2002:110) desentralisasi adalah

penyerahan sebagian urusan dari pemerintahan pusat kepada
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pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurusi rumah

tangganya sendiri.

D. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia
(2008:992) yang dimaksud dengan otonomi yaitu pola didalam
pemerintahannya sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan juga kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan
mengurusi  rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Didalam Undang-Undang No. 32
tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang 12 tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah, mengartikan daerah otonom adalah,

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah suatu
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur atau mengurusi daerahnya sendiri
urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan dengan aspirasi
masyarakat dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia)”.

Contoh dari daerah otonom (local self government) adalah kota dan
kabupaten. Menurut Widjaja (2002:76) otonomi daerah adalah
kewenangan daerah otonom didalam mengatur dan mengurusi

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
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dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan daerah otonom menurut Widjaja
(2002:76) adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas daerah tertentu berwenang mengurusi kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan dengan aspirasi
masyarakatbdan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fitriah
(2001:22) otonomi daerah adalah mekanisme pemberdayaan
masyarakat daerah, dengan tiu daerah mempunyai kekuasaan untuk
mengatur dirinya melalui kebijakan. Dari pendapat diatas maka dapat
disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu wewenang yang diberikan
oleh pemerintahan yang tingkatnya lebih besar ke yang lebih kecil untuk
mengatur urusannya sendiri tetapi dengan melihat peraturan yang

sedang berlaku sebagai pedoman untuk menjalankannya.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi provinsi dan kabupaten ada karena pemerintah negara
mendesentralisasikan hak atau wewenangnya didalam penegelolaan
publik kkepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tujuan
utama penyelenggaraan otonomi yaitu untuk meningkatkan pelayanan
publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002 : 46).
Tiga misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber

daya daerah.
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3. Memberdayakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembangunan.

Pemberian kewenangan didalam otonomi daerah adalah peningkatan
kesejahteraan rakyat, keadilan, dan pemerataan demokratisasi dan
penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah, (Deddy S.B & Dadang Solihin, 2004:32). Sedangkan
menurut Widjaja (2002:76) tujuan dari otonomi daerah untuk mencapai
efisiensi dan efektifitas, sedangkan tujuan yang hendak dicapai didalam
penyerahan urusan tersebut menurut Widjaja (2002:76) antara lain untuk
menumbuh kembangkan daerah didalam berbagai sektor, meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan
meningkatkan daya saing daerah didalam proses pertumbuhan. Jadi dengan
demikian tujuan dari otonomi daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara
meningkatkan semua elemen didalam pelayanan publik kepada masyarakat,
dengan cara memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalam

pembangunan tersebut.

E. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena
mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, social,
budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan
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menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur,

peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno
(2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang
mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias
diramalakan yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat
yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan
bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini
dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.
Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah serankaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan
olen pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna
memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam
ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat

pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Kebijakan Publik dalam Ruang Lingkup Administrasi

Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat
kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah
yang dihadapi masyarakat. Dikatakan Chandler dan Plano (1988:3)
bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks maka apa yang
akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi negara juga
semakin kompleks. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi
negara maka bisa dikaji dari tulisan-tulisan teoritis dan praktisi

administrasi negara yang populer dan dapat dijadikan dasar.
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Harus diakui bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi
negara sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau
dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk
melihat cakupan atau ruang lingkup praktis administrasi publik
dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis-jenis lembaga-
lembaga departemen dan non departemen yang ada. Menurut Chandler
dan Plano (1988:33) bahwa apabila kehidupan menjadi semakin
kompleks permasalahan maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah

atau administrasi negara juga semakin kompleks.

F. Implementasi

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting
dalam seluruh proses kebijakan karena kebijkan publik yang telah
dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program
kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau
tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses
interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk
mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan
aktorm organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara besama dan

stimultan.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarmita,
1990:327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus

Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement
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(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical

effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian  tersebut mempunyai arti bahwa untuk
mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung
yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu
itu. (Wahab, 1997:67). Pengertian implementasi diatas apabila
dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu
tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti
undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau
di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang
diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 1997:65),

menyatakan bahwa: Proses implementasi adalah:

“those action by public or private individuals groups that are
directed the achievement of objectives set forth in prior decisions” (
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan).

Implementasi  kebijakan merupakan suatu upaya untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan
dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 1994:137). Proses
implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-
tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah

dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan
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tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara

sistematis sepertu berikut ini:

Gambar 2. Proses Implementasi

Sumber: (Sunggono, 1994:139)

Dari gambar diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai
dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses
implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera disebut sebagai
“policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah
da nisi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu
tertentu untuk menaikan taraf kesejahteraan warga masyarakat,
misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat
dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai

“policy outcome” atau “policy impact”.

Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan, Kebijakan
termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “policy performance”
yang diperoleh. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (Edward IlI,
1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena
seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan
direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi
tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaiknya,
bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi
kebijakan, kalau kebijakanya tidak dirumuskan dengan baik apa yang

menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai.
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Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan
kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan
dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada
empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi,
sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward IlI,
1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling
berinteraksi satu sama lainnya. Interaksi antara faktor-faktor tersebut

dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar 3 dibawah ini:

Gambar 3. Empat Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi

Kebijakan Publik

/'

Sumber: (Edward 111 1980: 148)

Adapun gambaran tentang variabel-variabel tersebut dapat

diterangkan sebagai berikut:

1. Komunikasi
Komunkasi merupakan faktor yang sangat penting karena

komunikasi  berkaitan dengan penyampaian informasi, ide,
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keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu
kepada pihak yang berhak menerimanya (Arifin, 2000: 5) Implementasi
kebijakan akan berjalan secara efektif apabila mereka yang
melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan
cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin
diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk
pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus

jelas.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan
dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan
interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan
aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward 111, ada tiga hal
penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan

yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).

a. Penyaluran Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan bahwa
mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang
harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus
diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan
perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan
dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali
keputusan telah dibuat dan perintah peksanaanya juga telah
dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan

tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana yang
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diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi
kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka
mempunyai  keleluasaan untuk memaksakan pandangan-
pandanganya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan
pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan
yang menjadi acuan. Hal ini mungkin dapat terjadi disebabkan
adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran komunikasi
terhadap suatu keputusan atau hambatan yang dibuat. Menurut

(Winarno 2002: 17) hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan
perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini
terjadi karena para pelaksana menggunakan kekuasaan yang
tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan suatu keputusan.

2) Adanya hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai
struktur yang ketat sehingga kondisi ini akan mempengaruhi
tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.
Penggunaan sarana komunikasi yang ditentukan mungkin juga
mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.

3) Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh
persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk

mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Kejelasan Komunikasi

Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana
semestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus

dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk
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pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami
kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketidak
jelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada
pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak
menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah
ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan dan mengcewakan
salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin
juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk
memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi
kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan

atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini mengandung bahwa implementasi
kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi,
dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan
benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan
implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan
perintah pelaksanaanya. Walaupun perintah yang disampaikan
kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi
apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak
akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan
tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan

yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil
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tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan

mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan
cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan
sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka
implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber daya

manusia (SDM) yang penting meliputi:

a. Kecukupan dan Kualifikasi
Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana
sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan
memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang
dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang
cukup dan memiliki kemampuan yang ditetapkan. Jumlah
pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi
yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai.
Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga
aka menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Kewenangan
Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki
oleh sumber daya manusia untuk melasanakan suatu kebijakan
yang ditetapkan. Kewenagan yang dimiliki oleh sumber daya
manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan
hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu

kebijakan.
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c. Informasi
Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi
kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang
dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan
yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan
disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan,
pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.
d. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan
prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu
kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung
dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.
Sikap
Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung
pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para
pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi
dalam implementasi kebijakan. Menurut (Winarno, 2004: 142) jika para
pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini
berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan
kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan
awal, dan sebaliknua tingkah laku atau perspektif para pelaksana
berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu

kebijakan menjadi lebih sulit.
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Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan
melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan
keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan
berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepakat dalam
melihat subtansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan
mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang
menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara
selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang

bertentangan dengan pandangan mereka.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi
kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih
bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka
memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang

sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edward 1ll, ada dua karakteristik utama dalam
birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau operating procedure
(SOP) dan fragmentasi. Standard Operating Procedure berkembang
sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber
dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam
bekerjanya organisasi yang komplek dan tersebar luas. SOP mungkin
menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-
cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan.
Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim

dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat
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implementasi. Namun juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan
prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan
program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan
tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri

tersebut.

Keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP
atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhan, tidak akan
menyulitkan aparat pelaksana walaupun dibuat secara sederhana, tidak
akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan
tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua
dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran
tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar
organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk
menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari
organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk
menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang
penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan
komplek membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh
struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar
koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Semakin

berkurang kemungkinan untuk berhasil.

Keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang
dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang
dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan mencakup

pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu
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kebijakan. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai
teori implementasi kebijakan antara lain; Van meter dan Van horn,
Mazmanian Sabatier, Grindle, George Edward IIl. Namun pada
penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George Edward Il
karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu
mengacu pendapat Edward 111 yang mengatakan bahwa implementasi
dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan syarat agar
implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitanya dengan
penelitian ini adalah peneliti ini ingin mengetahui bagaimana
implementasi kebijakan penataan tata ruang perkotaan dengan
menggunakan menggunakan variabel (komunikasi, sumber daya, sikap
dan struktur birokrasi) sebagaimana yang tertuang dalam teoriyang

dikemukakan oleh Edward Il1I.

G. Permukiman
1. Konsep Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.l
tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan. Menurut Koestoer (1995) batasan
permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan
penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari

lingkungan hidup di luar kawasaan lindung baik yang berupa kawasan
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perkotaan maupun perdesaan. Parwata (2004) menyatakan bahwa

permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah

disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas,
sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya. Permukiman

(Settlement) merupakan suatu proses seseorang mencapai dan menetap

pada suatu daerah (Van der Zee 1986). Kegunaan dari sebuah

permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan
melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk
pelayanan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi. Menurut Parwata

(2004) permukiman terdiri dari:

1) Isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat; dan

2) Wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-
elemen buatan manusia.

Dua elemen permukiman tersebut, selanjutnya dapat dibagi ke dalam

lima elemen yaitu:

1) Alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-
tumbuhan, hewan, dan iklim.

2) Manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara,
temperatur, dsb), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan
nilai moral.

3) Masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk,
kelompok sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi,

pendidikan, hukum dan administrasi.
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4)

5)

Fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat
(sekolah, rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan
dan pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi.

Jaringan (network) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem
jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem

manajemen kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman

Seperti yang telah dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi

pola permukiman penduduk adalah berupa faktor geografis dari

permukiman tersebut, dimana secara umum faktor — faktor tersebut

adalah sebagai berikut:

1)

2)

Sumber daya air

Air adalah penunjang kehidupan yang paling utama untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga, orang — orang
pasti lebih memilih untuk bermukim di daerah yang terdapat
banyak sumber daya air seperti mata air, sungai, danau dan atau

pun laut dibandingkan daerah yang sulit sumber daya air.

Relief

Relief adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi. Relief
mempengaruhi pola permukiman penduduk Dikarenakan hal ini
mempengaruhi keinginan penduduk untuk bermukim. Semakin
tinggi suatu daerah, semakin curam lereng, dataran tinggi atau
daerah pegunungan biasanya semakin sedikit orang — orang yang

akan bermukim disana, dikarenakan sulit air, susahnya
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3)

4)

5)

aksesibilitas baik transportasi dan jaringan listrik dsb. Orang —
orang lebih cenderung tinggal di daerah dataran rendah, karena
cenderung relatif aman, morfologinya datar dibandingkan di

daerah yang memiliki lereng curam.

Keadaan iklim

Suhu udara, curah hujan, intensitas penyinaran matahari,
kelembaban dsb di setiap daerah akan berbeda — beda. Bersamaan
dengan faktor relief, hal ini juga akan mempengaruhi tingkat

kesuburan tanah dan kondisi alam daerah tersebut.

Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi berhubungan dengan berbagai fasilitas, sarana
dan prasarana yang tersedia, aksesibilitas, jaringan listrik, dsb.
Sehingga, semakin baik keadaan ekonomi suatu daerah cenderung
semakin banyak orang — orang yang ingin bermukim di daerah
tersebut. Karena ini berhubungan dengan kemudahan dalam

pemenuhan kebutuhan hidup.

Kultur penduduk

Menurut Ari Sudewa (2010) Pola permukiman penduduk sangat
bergantung pada kemajuan dan kebutuhan penduduk itu sendiri.
Jika penduduk itu masih tradisional, pola permukimannya akan
cenderung terisolir dari permukiman lain. Permukiman di daerah
tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih anggota

suku atau yang masih berhubungan darah.
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Contohnya adalah suku Baduy dalam yang terisolir dan belum
dipengaruhi oleh budaya luar dan teguh dalam memegang tradisinya,
berbeda dengan suku Baduy luar yang sudah mulai berbaur dengan
masyarakat sekitar “non Baduy” dan sudah mulai mengenal teknologi

seperti televisi dan telepon genggam.

Pola Permukiman Penduduk
Daldjoeni (2003: 60-66) mengklasifikasikan bentuk-bentuk
desa secara sederhana, sebagai berikut:

a. Permukiman Menyebar (Dispersed)

Jayadinata (1999:27) mengemukakan bahwa pola permukiman
jenis ini dibagi lagi menjadi tiga kelompok berdasarkan lokasi

sebarannya, yakni:

a. Farmstead: rumah  petani  terpencil di  area
persawahan/perkebunan yang dilengkapi gudang alat mesin,
penggilingan gandum, lumbung dan kandang ternak.

b. Homestead : rumah tinggal terpencil di tengah hutan; dan

c. Road site: bangunan terpencil di tepi jalan (restoran, pompa
bensin, motel, dan lain-lain). ciri-ciri dari pola permukiman
menyebar adalah jarak antara permukiman penduduk yang
satu dengan yang lain terlalu jauh. Hal ini menyebabkan tipe
permukiman pola menyebar tidak kondusif lagi bagi
perhubungan desa dan dapat mengganggu evolusi dari desa

yang baru terbentuk menjadi komunitas fungsional.
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2.

Pola Permukiman Terpusat (Nucleased)

Pola permukiman terpusat, yakni pola permukiman yang
rumahnya mengelompok (agglomerated rural settlement) dan
merupakan dukuh atau dusun (hamlet) yang terdiri atas kurang
dari 40 rumah, serta kampung (village) yang terdiri atas 40 rumah
atau lebih bahkan ratusan rumah. Di sekitar kampung dan dusun
terdapat tanah pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan,
kehutanan, dan tempat bekerja sehari-hari. Perkampungan
pertanian pada umumnya mendekati bentuk bujur sangkar
sedangkan perkampungan nelayan umumnya memanjang (satu
baris atau beberapa baris rumah) sepanjang pantai atau sepanjang

sungai.

Pola permukiman ini biasanya terdapat di daerah
pegunungan dan jauh dari pusat kota. Pada umumnya, warganya
masih satu kerabat. Pemusatan tempat tinggal tersebut didorong
oleh adanya rasa kegotongroyongan. Jika jumlah penduduk
bertambah, pemekaran permukiman mengarah ke segala arah,
tanpa adanya rencana. Sementara itu, pusat-pusat kegiatan
penduduk dapat bergeser mengikuti pemekaran. Ciri-ciri pola

permukiman terpusat adalah:

a) Plot rumah saling berhubungan;

b) Kerugiannya, yaitu jarak rumah penduduk dengan lahan
pertanian mereka agak jauh; dan

c) Kelebihan dari pola pemukiman terpusat, yaitu areal

pertanian pribadi dapat tersebar luas.
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Pola Permukiman Memanjang (Linier)

Pola permukiman penduduk dikatakan linier apabila
rumah-rumah yang dibangun membentuk pola berderet-deret
hingga panjang. Pola memanjang umumnya ditemukan pada
kawasan permukiman yang berada di tepi sungai, jalan raya, atau
garis pantai. Pola ini dapat terbentuk karena kondisi lahan di
kawasan tersebut memang menuntut adanya pola ini. Seperti kita
ketahui, sungai, jalan, maupun garis pantai memanjang dari satu
titik tertentu ke titik lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di
kawasan tersebut pun membangun rumah-rumah mereka dengan
menyesuaikan diri pada keadaan tersebut. Antara lain sebagai
berikut:

1. Pola Permukiman Linier di Sepanjanng Sungai

Pola ini terbentuk karena sungai merupakan sumber
air yang melimpah dan sangat dibutuhkan oleh manusia
untuk berbagai keperluan, misalnya sumber air dan sarana
transportasi. Permukiman penduduk di sepanjang alur sungai
biasanya terbentuk di sisi kanan dan kiri sungai dan
memanjang dari hulu hingga ke hilir. Di Indonesia, pola
permukiman ini banyak ditemukan di sepanjang sungai-
sungai besar, seperti Sungai Musi di Sumatra dan Sungai
Mahakam di Kalimantan.

2. Linier di Sepanjang Jalan Raya

Perkembangan kemajuan zaman memicu munculnya

banyak jalan raya sebagai sarana transportasi yang lebih
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cepat dan praktis. Jalan raya yang ramai membantu
pertumbuhan ekonomi peduduk yang tinggal di sekitarnya
untuk membangun permukiman di sepanjang jalan raya. Pola
permukiman linier di sepanjang jalan raya dapat ditemukan
di hampir seluruh kota di Indonesia.
3. Pola Permukiman Linier di Sepanjang Rel Kereta Api

Pola permukiman linier di sepanjang rel kereta api
biasanya hanya terkonsentrasi di sekitar stasiun kereta api
yang ramai dikunjungi orang. Rel kereta api dan stasiun
kereta api merupakan sarana vital yang mampu
menghubungkan berbagai tempat yang berjauhan, sehingga
sangat banyak dikunjungi dan menarik untuk ditinggali. Pola
permukiman linier di sepanjang rel kereta api lazim
ditemukan di Pulau Jawa saja.

4. Pola Permukiman Linier di Sepanjang Pantai

Pola permukiman ini biasanya dibangun oleh
penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Pola permukiman linier di sepanjang pantai dapat ditemukan
di berbagai kawasan pantai dan desa-desa nelayan di
Indonesia.

H. Kerangka Berpikir

Adanya permasalahan penataan kawasan permukiman penduduk
kususnya yang natinya ada disekitar kawasan industri di kabupaten madiun.
Dalam pasal 28 huruf | dalam pasal 37 ada point-point dalam pasal tersebut

yang belum ter implementasikan. Akibat keadaan tersebut maka penataan
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dan pembangunan permukiman sangatlah tersebar dan mengakibatkan
sulitnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, selain
untuk mendapatkan pelayan publik pola permukiman yang tersebar dan
sangat jauh dari kawasan industri nantinya juga akan menghambat
perekonomian masyarakat. Pemanfaatan lahan hijau di sekitar area industri
yang masih sangat perpotensi untuk dijadikan kawasan perumahan
penduduk. Belum adanya investor dan pengembang perumahan yang
tertarik dengan potensi pembangunan kawasan permukiman di kawasan
industri faktor-faktor inilah yang mengakibatkan penataan kawasan
permukiman di kawasan industri kabupaten madiun ini dikarnakan adanya
pelonjakan harga yang signifikan tanah di daerah perindustrian. Hal tersebut
mengakibatkan tidak adanya pembangunan permukiman diwilayah

tersebut.

Di Kabupaten Madiun yang memiliki wilayah yang sangat luas
seharusnya dapat dimaksimalkan secara maksimal potensi alam dan sumber
daya yang ada.seperti daerah wisata daerah industr Termasuk lahan
berpotensi di kawasan industri yang sangat strategis dan potensial menjadi
kawasan permukiman penduduk. Hal ini dapat menjadi perhatian dari
pemerintah daerah mengingat akan adanya pertambahan jumlah penduduk

dari luar daerah nantinya.

Permerintah kabupaten madiun sebenarnya sudah memliki peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah, kebijakan tersebut dituliskan
dalamvperaturan daerah kabupaten madiun No 9 tahun 2011 dan pasal yang
mencakup penattan kawasan permukiman 28 huruf i dalam pasal 37. Perda

tersebut sudah diemplementasikan sejak 2009 karena perda tersebut berlaku
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2009-2029. Tugas dan wewenang dari pada pemerintah daerah sudah
ditungakan dalam peraturan daerah tersebut, sesuai dari peraturan daerah
tersebut pemerintah daerah harus menyediakan permukiman yang aman
nyaman dan mempertimbngkan daya dukung lingkungan. Meningatkan
kualitas permukiman kususnya di daerah perkotaan dsb. Banyak isis dari
pasal tersebut yang mengharuskan pemerintah daerah membangun sebuah
permukiman yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Daya
dukung lingkunga yang ada dikawasan industri mempunya daya dukung dan
sumber daya yang sangat tinggi jadai perlu adanya pembangunan sebuah
kawasan permukiman di daerah tersersebut. Ini dikarnakan dalam pasal
tersebut menyebutkan pemerintan daerah juga harus menyediakan
permuhan terjangkau kepadanya masyarakat serta meningkatkan peran

swasta dalam penyediaan perumahan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pertaruan daerah No
9 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten madiun perlu
dilakukan sebuah analisis mendalam yang mencakup proses komunikasi,
kemampuan sumber daya, proses disposisi dan kejelasan struktur
organisasi, maka akan digunakan teori George C. Edward Ill, dikarnakan
teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi
empat faktor tersebut. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat
indikator tersebut diketahui apa saja pemhambat dalam implementasi
kebijakan kawasan permukiman di kabupaten madiun. Acuan awal rumusan

masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implemetasi kebijakan penataan permukiman di

kawasan potensial industri di Kabupaten Madiun
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Apa sajakah faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan
penataan permukiman di kawasan potensial industri di Kabupaten
Madiun

Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
implementasi kebijakan penataan permukiman di kawasan potensial

industri di Kabupaten Madiun
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Kebijakan kawasan
industri Kabupaten

Komunikasi

Pendekatan kepada
masyarakat di daerah
pedesaan yang sulit
dijangkau agar mau
menjalankan program
penataan kawasan
permukiman

Hambatan Implementasi
Kebijakan

Factor penghambat implentasi
kebijakan adalah faktor investor
serta peran serta masyrakat itu
sendiri

l

Madiun
Implementasi
Kebijakan
Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi
Sumber daya alam Bagaimana Penyesuaian prosedur kerja
yaitu lokasi dimana sikap dari dan koordinasi dalam
daerah industrydan pemerintah mendukung proses
daerah permukiman untuk implemantasi
dirancangkan masyarakat dan
untuk para
Sumber F"aya pemilik usaha
manusia yaitu para
pekerja pabrik dan
masyarakat sekitar

Upaya Mengatasi
Hambatan

\4

Pendukung Implementasi
Kebijakan

Upaya yang dilakukan pemerintah
kabupaten madiun untuk
menyediakan lahan serta

pendekatan terhadap masyarakat

Implementasi
Kebijakan

Upaya pemerintah
daerah pembukaan
lahan industry serta
lahan perumahan serta
pendekatan dan

komunikasi kepada
masyarakat serta

sosialisasi akan
penataan kawasan
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah

(Moleong, 2007:6).

Dalam buku sugiono (2008: 207) dalam penelitian kualitatif, gejala itu
bersifat holistic (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti
tidak akan menetapkan penelitianya hanya berdasarkan variael penelitian tetapi
keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan
aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam pembatasan masalah (fokus)
lebih didasarkan pada tingkat kepentingan urgensi dan feasibiltas masalah yang
akan dipecahkan, selain faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Dalam
buku Sugiono (2008: 207) posisi teori dalam kualitatif adalah mempunyai
beberapa fungsi yaitu sebagai alat dan sebagai tujuan. Fungsi pertama, teori
sebagai alat pada umumnya digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian
melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan

terhadap suatu fenomena khusus, sehingga memungkinkan si peneliti
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mengetahui sesuatu secara maksimal. Fungsi kedua, teori sebagai tujuan karena
merupakan teori yang menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi kerja yang harus
diperhatikan oleh para peneliti. Teori itu bahkan dikembangkan berdasarkan data
yang dikumpulkan. Penelitian adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang
tujuannya untuk mengumpulkan data-data serta menarik adanya kesimpulan
terhadap gejala-gejala yang telah ada secara empirik sehingga dapat menentukan
tingkat hasil penelitiannya. Tuckman dalam Jonathan Sarwono (2006:15)

definisi dari research atau penelitian adalah sebagai berikut :

“Research is a systematic attempt to provide answers to questions. Such answer
may be abstract and general as in often the case in basic research or they may
be highly concrete and specific as is often the case in applied research”.

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010) penelitian deskriptif dapat dilakukan

dengan cara :

Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan

melalui metode deskriptif.

Membatasi dan merumuskan masalah secara jelas.

Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.

Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahannya.

Menentukan kerangka berfikir, pertanyaan penelitian, dan atau hipotesis

penelitian.
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f.

Mendesain metode peneltian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini
menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen

pengumpulan data dan menganalisis data.

Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisa data dengan

menggunakan teknik statistik yang relevan.

Membuat laporan penelitian.

Sesuai dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian dan asumsi
berdasarkan teori yang telah disampaikan, penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan ini menjawab
pertanyaan dalam permasalahan. Penelitian deskriptif kualitatif sama dengan
penelitian kualitatif pada umumnya dengan pencarian informasi data melalui
observasi, wawancara, dokumentasi, dan informasi lainnya, yang dikumpulkan

melalui angket kemudian diprosentasekan.

Pengertian penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2004:6)
penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sementara
menurut Sugiyono (2013:9) penelitian kualitatif adalah merupakan sebuah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai
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instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Catherine
Marshal, dalam Sarwono (2006:193) penelitian kualitatif adalah merupakan
sebuah proses yang tujuannya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih

baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

Dari definisi para ahli mengenai penelitian kualitatif, maka penulis dapat
menyimpulkan dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui kejadian yang ada pada saat ini dengan cara
mengamati serta menganalisis. Penelitian ini bertujuan didalam menganalisa
implementasi peraturan daerah dan juga faktor pendukung serta faktor
penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Madiun didalam rangka
melaksanakan otonomi daerah melalui data yang telah dikumpulkan menjadi

sebuah karya tulis ilmiah yang tersistematis.

. Fokus Penelitian

Fokus dalam hal ini peneliti ingin membatasi data apa yang akan di
ambil, dan mendeskripsikan suatu fenomena yaitu implementasi mengenai
kebijakan penataan permukiman. Permasalahan dan fokus penelitian sangat
terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam
fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai

dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan dilapangan.
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan Implementasi Kebijakan Penataan

Kawasan Permukiman penulis memfokuskan pada:

Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Terkait Peningkatan
Kawasan Industri di Kabupaten Madiun
a. Dasar hukum kebijakan penataan kawasan permukiman
b. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan kawasan
permukiman
c. Bentuk komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan penataan
kawasan permukiman
d. Sumber daya pendukung dalam implementasi kebijakan penataan
kawasan permukiman
e. Disposisi/ sikap dari para pelaksana implementasi kebijakan dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
f.  Struktur birokrasi ( penyesuaian prosedur kerja dan koordinasi) dalam
mendukung implementasi kebijakan
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan
Kawasan Permukiman Daerah Kawasan Industri Di Kabupaten Madiun
a. Faktor Internal

b. Faktor Eksternal

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan
sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data

dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah
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ditetapkan. Dalam peneliti ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di
Kabupaten Madiun. Situs penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti
menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk dapat
memperoleh data yang valid dan akurat. Berkaitan dengan lokasi penelitian dan
rumusan masalah yang diambil, maka situs penelitianya diarahkan pada lembaga
atau dinas yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat. Sehingga yang

menjadi situs penelitian dalam penelitian ini antara lain:
BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Bidang Tata Kota

DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), sebagai lembaga
pemerintah yang memiliki wewenang mengatur dan menangani penataan

kawasan permukiman Kabupaten Madiun.
Pengembang Perumahan Rakyat di Kabupaten Madiun
Kecamatan Madiun Lokasi industri serta permukiman penduduk

Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek yang mana didalamnya memberikan
data yang dibutuhkan oleh peneliti. Ada beberapa macam sumber data yaitu
alam, masyarakat, instansi, per-orangan, arsip, perpustakaan, dan lain
sebagainya (Sangadji dan Sopiah:2010). Yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga

Kabupaten Tulungagung. Jenis data yang digunakan ada 2 yaitu:
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1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh
peneliti sebagai objek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth
interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara
dengan narasumber yang akan diwawancarai (Umar:2003). Sedangkan menurut
Azwar (2013:91) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data
langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah
data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik
atau perilaku yang dilakukan oleh obyek yang dapat dipercaya, yakni subyek
penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data

yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010: 22).

Dalam hal ini berupa wawancara atau hasil observasi yang dilakukan
oleh peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak
terkait. Menurut Sugiyono (2005:62) data sekunder adalah data yang tidak
langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui
orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan
menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh
berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu
peneliti mempergunakan data yng diperoleh dari internet. Sedangkan menurut
Arikunto (2010:22) data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik
pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh

dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat
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b.

dikatakan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel,
catatan, foto dan lain-lain. Artinya pengumpulan data ini tidak berasal dari usaha

sendiri atau data yang secara tidak langsung dari obyek yang diteliti.

Informan
Penelitian kualitatif posisis nara sumber sangat penting, bukan skedar
memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia
disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi,
sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau
pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan
informasi yang diberikan. Narasumber dalam penelitian ini antara lain :
1. Bapak Ir. Edy Bintadjo,MTP selaku Kepala Dinas Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah.
2. Bapak Ir. Arnowo Wijaya,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Madiun.
Peristiwa atau aktivitas
Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap
peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari
peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu
terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan

mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti

2 . Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder biasanya diperoleh dari data
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tertulis, dokumen resmi dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh melalui dokumen resmi, catatan, laporan dan peraturan
perundang-undangan yang dapat memberikan informasi dan mendukung tentang

peran pemerintah daerah Kota Madiun.

dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh
subyek yang diteliti.

Dokumen atau Arsip

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

Lampiran mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

Teknik Pengumpulan Data

Marshall dan Rossman (dalam Sugiyono, 2014:63) mengatakan bahwa:
“the fundamental method relied on by qualitative researchers for gathering
information are, participation in the setting, direct observation, in-depth
interviewing, document review”.

Menlihat dari pendapat dari Marshall dan Rossman tersebut, maka

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan
dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan
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jawaban atas pertanyaan tersebut (Herdiansyah, 2011:118). Sementara itu
menurut Marzuki  (2002:62) wawancara (interview) merupakan cara
pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan
sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Sementara menurut

pendapat Golden (dalam Herdiansyah, 2011:118) mendefinisikan wawancara :

“interviewing is conversation between two people in which one person tries to
direct the conversational to obtain information for some specific purpose”.

Wawancara menurut  Esterbg (dalam  Sugiyono, 2013:233)

mengemukakan beberapa macam wawancara diantaranya :

Wawancara semistruktur, adalah suatu macam wawancara yang sudah termasuk
dalam kategori indept interview dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah
untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak

bicara diminta pendapat dan juga ide-idenya.

. Wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

lengkap untuk pengolahan datanya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara semiterstruktur dimana peneliti menggunakan sederet
pertanyaan lengkap dan terperinci atau disebut juga dengan pedoman wawancara
guna memperoleh tujuan penelitian. Penulis juga melakukan tanya jawab secara

langsung, percakapan secara langsung kepada informan secara mendalam,
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wawancara dilakukan dengan informan terhadap semua objek yang diteliti.
Tujuan dilakukan wawancara semiterstruktur ini untuk mendapatkan data yang
memadai tentang objekk penelitian secara langsung dari kata dan juga tindakan

informan.

. Observasi

Observasi adalah kegiatan pencatatan secara sistematik kejadian-
kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan
didalam mendukung penelitian yang telah dilakukan, Sarwono (2006:224).
Secara umum tahap observasi yang dilakukan terlebih dahulu yaitu peneliti
mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tahap kedua peneliti melakukan
penelitian yang terfokus, yaitu dengan cara merumuskan data dan informasi yang
dibutuhkan sehingga peneliti dapat mengidentifikasikan pola-pola dan juga
perilaku yang terus terjadi. Jika hal-hal tersebut sudah diketahui, maka peneliti
dapat menentukan tema-tema yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi
yang digunakan dalam membantu melengkapi data yang diperoleh dari teknik
interview. Disamping itu juga untuk memperoleh kebenaran dari data yang
diperoleh dari interview. Peneliti memfokuskan observasi pada Implementasi

Kebijakan Kawasan Permukiman Kawasan Industri Di Kabupaten Madiun

. Studi Dokumentasi

Bodgan (dalam Sugiyono, 2014: 83) menyatakan:

“Publish autobiographies provide a readily available source of data for
discerning qualitative research. Photograph provide strikingly descriptive data,
are often used to understand the seubjevctive and is product are frequeltly
analyzed inductive”.
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Dari pendapat tersebut dapat dikatakan, teknik pengumpulan data
melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti
melalui pencatatan, meringkas maupun menganilis dan memanfaatkan data yang
ada di instansi yang berhubungan dengan obyek yang diteliti seperti dokumen-
dokumen, buku-buku, surat kabar, arsip-arsip penting atau juga dapat berupa
gambar. Pendapat tersebut sejalan dengan Herdiansyah (2011) yang
mengatakan studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat
oleh subjek sendiri atau oleh pihak lain tentang subjek. Untuk mendapatkan dari
sudut pandang dari subjek melalui media tertulis maupun media lainnya yang
ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dalam pengumpulan data ini peneliti memfokuskan pengumpulan data
melalui data serta arsip dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga
Kabupaten Tulungagung, serta kumpulan buku-buku yang sekiranya relevan dan
beberapa kumpulan artikel yang ada didalam media cetak maupun dari internet.
Untuk menguatkan data-data yang telah diperoleh maka setiap kegiatan
observasi dan penelitian langsung melakukan proses pencatatan terhadap data
yang didapatkan, selanjutnya dengan mendokumentasikan semua hal-hal

kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk

memperoleh atau mengumpulkan data dalam proses penelitian. Dalam
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mendukung proses pengumpulan data dan memproleh data yang diinginkan,
peneliti menggunakan instrument penelitian berupa:

Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung
peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Pedoman wawancara atau interview guide, digunakan sebagai kerangka dasar
dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap
terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian.
Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu
lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana data yang
penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Stainback, analisis data
digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga
hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di
lapangan. (Sugiono, 2009:244-245). Pada penelitian mengenai Implementasi
Kebijakan Penataan Tata Ruang Perkotaan, teknik analisis data yang digunakan
adalah interactive model. Model analisis data tersebut menurut Miles,

Huberman, dan Saldana untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:
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Menurut Miles, Huberman dan Saldana, (2014: 14), analisis data
interaktif dibagi ke dalam empat kegiatan yaitu data collection, data
condensation, data display, drawing and verifying conclusions. Dapat

dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1 :Component of Data Analysis (Interactive Model)

/,—-\\ /,/
{ Data ) — ( Data
<., collection y . display

///—_\\\ /'ﬁ.
Dats / Conclusions:
drawing/
(Leondrion ) +—— (el )
v/ \_"/

Sumber : Miles, Huberman, and Saldana (2014:33)

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengunpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting
dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yanh
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data
tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

dengan penelitian, observasi ke lapangan dan dokumentasi.
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2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci
yang meliputi proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan,
dan pengubahan data yang bersumber dari kumpulan catatan, interview,
dokumen dan sumber data empiris lainnya. Setelah melakukan pengumpula data,
maka data tersebut dipilah dan ditelaah. Data dan laporan tersebut dilakukan
dengan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan transformasikan
menjadi rangkuman, tabel dan gambar. Pada tahap ini setelah data dipilah
kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar member
kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan
sementara.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti
untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu
dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu
bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas. Data-data tersebut kemudian dipilah-
pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai
kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang
dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu
kondensasi.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan
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selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan
mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan
persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian
dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan juga merupakan pembuktian
sebagai proses analitis. Pembuktian tersebut bisa saja sesingkat ide yang lewat
hanya beberapa detik saja dalam pikiran saat sedang menulis, bisa juga dating
dari ingatan tentang catatan lapangan, bisa sepenuhnya dan terperinci, dengan
argument yang panjang dan beberapa tinjauan dikembangkan kembali atau
dengan usaha yang lebih luas mencari berbagai macam informasi kemudian

menyalin penemuan tersebut kedalam kumpulan data yang lain.

Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan
keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang
salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan
hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010:54) menjelaskan
bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya
produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar dan beretika.” Kebenaran
atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal
menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi,
dan 3) teori dalam penelitian kualitatif’. Untuk menetapkan keabsahan data
diperlukan teknik pemeriksaaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaaan data
didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4

(empat), yaitu:
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1.

Derajat kepercayaan (credibility)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif.
Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat dicapai dan mempertunujukan derajat kepercayaan hasil-
hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda
yang sedang diteliti.

Kebergantungan (dependabiliy)

Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu
bila ditiadakan dua atau bebrapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan
hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit
mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia
sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh
terhadapnya.

Selain itu, dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi.
Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2007:372) pengecekan data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat
kelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yakni; triangulasi sumber, triangulasi
pengumpulan data dan triangulasi waktu. Dari tiga jenis triangulasi tersebut,
penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk
mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek
penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan metode triangulation

observers. Selanjutnya pendekatan triangulasi dilakukan menurut:
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun ditinjau dari Pemerintahan yang sah, berdiri pada
hari kamis tanggal 18 juli 1568. Melalui undang-undang Nomor 16 tahun
1950 pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan provinsi Jawa
Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun di dominasi oleh dataran
rendah, meskipun ada beberapa kawasan yang terletak di daratan
tinggi.kondisi atau profil geografi Kabupaten Madiun dapat di jabarkan

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Aspek Geografis

Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun di dominasi oleh dataran
rendah, meskipun ada beberapa kawasan yang terletak di daratan
tinggi,terdapat 2 (dua) gunung yaitu gunung lawu dan gunung Wilis. Wilayah
Kabupaten Madiun terletak pada koordinat 1110 25°45”- 1110 51” Bujur
Timur dan 7012°-7048°38” Lintang selatan. Keseluruhan luas wilayah
1.010,86 Km. kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di
wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif kewilayahan, Kabupaten
Madiun terbagi atas wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah
administrasi desa/kelurahan..pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada

di Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun



2010. Sebagian Gedung-gedung Pemerintahan sudah berada di wilayah
Caruban yang merupkan bagian dari kecamatan Mejayan. Adapun batas

administrasi Kabupaten Madiun yaitu:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
Batas sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
Batas sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

Batas sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi

Luas Kabupaten Madiun 1.010,86 Km2 persegi, secara administratif
Kabupaten madiun terdiri dari 13 (tiga belas kecamatan) dan 8 (delapan)
kelurahan, Kecamatan di kabupaten Madiun diantaranya kecamatan Dolopo,
Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatn Gafangan, Kecamatan
kare, Kecamatan Wungu, Kecamatan Nglames, Kecamatan Balerejo,
Kecamatan Wonosari, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Mejayan,

Kecamatan Saradan, Kecamatan Gemarang.
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b. Potensi Sektor Pengembangan Wilayah

1)

GAMBAR 1.2 PETA SSWP KABUPATEN MADIUN

=S8 Wonoasri

SSWP IV

KONSEP PENGE BANGN WILAYAH
Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)

Kabupaten Madiun memiliki potensi pengembangan wilayah yang
banyak. Pengembangan wilayah dilakukan secara terfokus agar aspek
keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara
bersama. Secara Administrasi Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan,
198 Desa dan 8 Kelurahan serta terbagi dalam 4 (empat) Sub Satuan Wilayah
Pengembangan (SSWP) yang dibentuk di Kabupaten Madiun adalah:

SSWP-I adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari ibukota
perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta pemukiman
perkotaan. SSWP | merupakan pusat pengembangan Mejayan, meliputi :
Kecamatan Mejayan, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Pilangkenceng,
Kecamatan Saradan dan kecamatan Balerejo. Fungsi Wilayah SSWP | adalah

sebagai berikut:
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2)

3)

Pusat Pemerintahan Kabupaten

Pusat Perdagangan dan jasa skala Kabupaten

Pusat Pelayanan umu skala Kabupaten

Kawasan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan dan

industri.

SSWP-II adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota
Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas
umum serta pemukiman, meliputi : Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan,
Kecamatan Madiun dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Sidorejo, Desa
Munggut, Desa Pilangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojorayung, Desa
Bantengan, Desa Tempursari, dan Desa Nglanduk). Fungsi wilayah SSWP I

adalah :

Pertahanan dan Keamanan
Perdagangan dan jasa
Pertanian

Perternakan

Perkebunan

Industri kecil

SSWP-III adalah Kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan
agropolitan, agrowisata, ekowisata dan agroforestry di ke Kabupaten Madiun,
meliputi : Kecamatan Dolopo, Kecamatam Geger, Kecamatam Dagangan dan

Kecamatan Kebonsari. Fungsi wilayah SSWP |11 adalah :
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4)

Perdagangan dan jasa
Pertaian

Perternakan

Perikanan

Perkebunan

Industri kecil pengolah hasil
Kawasan lindung

Pariwisata

SSWP - IV adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk
pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten Madiun
(Ecological City), meliputo : Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang dan
sebagian Kecamatan Wungu (Desa Karangrejo, Desa Brumbun, Desa Kresek,
Desa Wungu, Desa Nglambangan dan Desa Sobrah). Fungsi Wilayah SSWP

IV adalah sebagai berikut:

Perdagangan dan jasa
Pertanian
Perternakan
Perkebunan

Kawasan Lindung

Pariwisata
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c. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk kabupaten Madiun Pada Tahun 2016 tercatat 714.122 jiwa,
mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata 4.391 jiwa per tahun. Kepadatan
penduduk kabupaten Madiun sebesar 699 jiwa/Km2. Jumalah penduduk laki-
laki sebanyak 350.629 jiwa dan perempuan sebanyak 356.308 jiwab53.
Berikut merupakan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun mulai
tahun 2012 hingga tahun 2015. Dari data diatas dapat diketahui bahwa
jumlah penduduk Kabupaten Madiun setiap tahunnya mengalami kenaikan.
Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah
kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang

dan penduduk pindah.
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TABEL 1.3 JUMLAH PENDUDUK TIAP KECAMATAN

Kebonsari 27,966 28,138 56,104
Geger 31,494 31,689 63,183
Dolopo 28,544 28,363 56,907
Dagangan 25,304 25,033 50,337
Wungu 27,715 28,083 55,798
Kare 16,269 15,745 32,014
Gemarang 17,154 16,574 33,728
Saradan 34,702 33,671 68,373
;ilangkencen 27,255 27,228 54,483
Mejayan 22,616 22,269 44,885
Wonoasri 17,518 17,239 34,757
Balerejo 21,921 22,073 43,994
Madiun 18,794 19,411 38,205
Sawahan 12,388 12,720 25,108
Jiwan 27,939 28,307 56,246

Sumber : Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Madiun
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TABEL

Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Madiun

1 Kebonsari 14 - 4.745
2 Geger 19 - 3.661
3 Dolopo 10 2 4,885
4 Dagangan 17 7.236
5 Wungu 12 2 4.554
6 Kare 8 - 19.085
7 Gemarang 7 - 10.197
8 Saradan 15 ~ 15.292
9 Pilangkenceng 18 - 8.134
10 Mejayan 11 3 5.522
11 Wonoasri 10 3.393
12 Balerejo 18 - 5.198
13 Madiun 12 1 3.593
14 Sawahan 13 - 2.215
15 Jiwan 14 - 3.376

Jumlah 198 8 101.086

Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2013

Gambatan topografi

Topografi di Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan
posisi terendah terdapat di lembahlembah Bengawan Madiun berdekatan
dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 - 100 mdpl. Kemudian
berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian
hampir 2.000 mdpl. Kecamatan-kecamatan dengan ketinggian antara 1000-
2000 mdpl diantaranya adalah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan
sedangkan kecamatan dengan ketinggian >2000 mdpl adalah Kecamatan Kare.
Untuk lebih jelasnya topografi beserta luasannya dapat dilihat pada Tabel 6.3,

Diagram 6.1 dan Gambar 6.2.
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Dari tabel dan diagram berikut terlihat bahwa untuk Kabupaten Madiun
prosentase terbesar didominasi oleh ketinggian 100 — 500 meter di atas permukaan
laut disusul kemudian oleh ketinggian 50 — 100 meter di atas permukaan laut yang

tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun.
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GAMBAR 1.1
Topografi Kabupaten Madiun
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6% 0%

43%

O Ketinggian 0 - 50 mdpl 7 Ketinggian 50 - 100 mdpl
7 Ketinggian 100 - 500 mdpl I” Ketinggian 500 - 1000 mdpl
B Ketinggian 1000 - 2000 mdpl O Ketinggian > 2000 mdpl

b. Keagamaan di Kabupaten Madiun

Penduduk kabupaten Madiun jika dilihat dari aspek keagamaan
mayoritas penduduk beragama Islam, memeluk agama Kristen protestan,
Katholik, dan Buddha. Walaupun umat islam merupakan mayoritas,
kerukunan kehidupan beragama sangat terjaga di kabupaten Madiun. Pada
tahun 2015 di kabupaten Madiunterdapat sarana ibadah antara lain 478 buah
masjid, 3.628 langgar/mushola, 11 gereja, dan 3 vihara. Potensi
Perekonomian di Kabupaten Madiun Potensi ekonomi yang ada di kabupaten

Madiun dapat digambarkan dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto
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(PDRB), baik ditinjau atas dasar berlaku maupun atas dasar harga tahun dasar
(konstan). Distribusi penduduk berdasarkan kelompok mata pencaharian
yang ada di Kabupaten Madiun mayoritas didominasi penduduk pada mata
pencaharian di bidang Pertanian, Kehutanan, perburuan dan Perikanan
sebesar 182.422 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor Pertambangan
dan Penggalian sebesar 218 jiwa, jumlah tersebut merupakan jumlah yang

terkecil di banding dengan jenis pekerjaan yang lain.

. Potensi Pendidikan di Kabupaten Madiun

Bidang pendidikan kabupaten Madiun memilik sarana pendidikan
atau sekolah yang berjenjang baik dari tingkat PAUD, TK, SLB, SD, SMP,
SMA hingga perguruan tinggi. Kabupaten Madiun tidak hanya berfokus pada
pembangunan saja, Pemerintah juga memberikan perhatiannya pada sektor
pendidikan di Kabupaten Madiun, hal ini dibuktikan dengan dimilikinya
sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA)
pertambahan jumlah guru juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pendidikan yang terdapat di Kabupaten Madiun

2. Gambaran Umum Kondisi Pemerintah Kabupaten Madiun

Pembangunan daerah erat kaitannya dengan peran Pemerintah daerah.
Pada konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki
otoritas penuh untuk mengembangkan daerah Kabupaten Malang supaya
lebih baik. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Madiun terdapat dinas-dinas yang memiliki tugas untuk
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melaksanakannya, seperti Badan Perenanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Madiun memiliki visi dan
misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan
acuan dalam pembangunan daerah. Visi dan Misi Kabupaten Madiunmenurut
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun

2013-2018 memuat sebagai berikut:

VISI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN: "KABUPATEN MADIUN

LEBIH SEJAHTERA TAHUN 2018~

Makna Visi Pemerintah Kabupaten Madiun :

Memaknakan adanya Proses, yaitu peningkatan perekonomian rakyat,
penguatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas
ruang pengembangan dalam sistem pemerintahan Kabupaten Madiun yang
demokratis dan terpercaya

Memaknakan adanya Upaya, yaitu meningkatkan Kualitas Kesejahteraan
Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat, Meningkatkan Perluasan Lapangan Pekerjaan.

Memaknakan adanya Wujud, yaitu Masyarakat hidup Dinamis, tentram dan

terayomi, berdasarkan Prinsip hari esok lebih baik dari hari ini.

MISI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN:

Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis

Tujuan : Terwujudnya pertanian maju berbasis petani berdaulat sehingga
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dapat sehingga dapat menggerakkan perdagangan, industri dan jasa
berkembangan UMKM.

Peningkatan Sistem Sosial yang Dinamis, Berkeadilan dan Berbudaya Tujuan
: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ketahanan sosial dan
ketahanan keluarga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial
dan ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapatmemutus mata rantai
kemiskinan berbasis kemandirian.

Peningkatan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Tujuan :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human resources), sehingga
dapat mengingkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi perkembangan
sektoral dengan di dukung infrastruktur pembangunan, mengembangkan
iklim investasi Dunia Usaha yang kondusif serta meningkatkan kualitas
lingkungan hidup.

Peningkatan Pemerintahan yang Demokratis dan Terpercaya. Tujuan :
Meningkatkan Kualitas SDM birokrasi dan menyelenggaraan Pemerintahan
yang baik (good governance), demokratis da terpercaya, dalam sistem yang
akuntabel, transparan, responsif, dan akomodatif terhadap masalah dan
tantangan serta meningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

Gambaran Umum Kantor BAPPEDA ( Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Madiun

Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang
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Pembentukan BAPPEDA R.I, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat
kedudukan. Yang pertama, Bappeda Tingkat | (sekarang Pemerintahan
Provinsi) dan Bappeda Tingkat Il (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota).

BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES No. 27
Tahun 1980, dalam Bab | bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda
berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di
bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam
implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi
yang seluas- luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut :

“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi,

Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan

Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda™.

Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) didaerah baik dalam jangka panjang, jangka
menengah maupun rencana tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah
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Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dimana kedudukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya
disingkat BAPPEDA, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur
penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Madiun.

. Visi dan Misi Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah) Kabupaten Madiun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun
dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
perencanaan pembangunan daerah yang dituntut untuk menghasilkan produk-
produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan
daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Madiun. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus
dikaitkan dengan RPJMD 2012-2017.

VISI :

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah harus memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPIMD 2012-2017
dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD dan
RKPD) vyang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari

Pemerintah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
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Bengkulu Tengah mempunyai Visi yaitu :

?Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu

Tengah yang handal dan Profesional untuk mendukung pencapaian

tujuan Masyarakat maju dan sejahtera”

Struktur Organisasi Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah) Kabupaten Bengkulu Tengah

Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi Kantor BAPPEDA (Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Madiun
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Sumber : Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Kabupaten Madiun
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4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten

Madiun

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten
Madiun beralamatkan di Jalan Alun-alun Utara No 1 Kota Madiun, Provinsi
Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 48
Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Tugas Pokok Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun adalah penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan
dan pengawasan bangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun
mempunyai Fungsi yang terdiri dari :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan
umum, perumahan dan pengawasan bangunan

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan

c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan,
pengawasan dan pengendalian sumber daya air

d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan
pengusahaan serta pengawasan jalan kota

e. pelaksanaan pengaturan , pembinaan , perencanaan, pembangunan

dan pengawasan drainase
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f. pelaksanaan pengawasan bangunan meliputi perumahan dan
permukiman, industri, perdagangan dan jasa

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang
daerah sesuai dengan RTRW, RDTRK dan peraturan zonasi lainnya

h. penyusunan peraturan zonasi

i. pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan

J- pemberian pertimbangan teknis pembangunan aset tetap berwujud
berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

k. pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik
(rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, sarana,

utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten

Madiun

Mendukung upaya perwujudan Visi Kabupaten Madiun sebagaimana
dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten Madiun tahun 2013-2018, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun dengan konsep pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berupaya mewujudakan
pemanfaatan ruang dan pembangunan atau penyediaan infrastruktur
perkotaan, prasarana dan sarana permukiman dan penyediaan gedung daerah
serta fasilitas umum yang memadai, untuk meningkatkan aksesibilitas

kawasan, peningkatan nilai perlindungan terhadap tempat hunian
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masyarakatnya, peningkatan pelayanan pemerintah kota dan peningkatan
nilai ekonomi dan estetika kawasan/lingkungan, maka visi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun dirumuskan

sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun

Sumber : Struktur organisasi DPUPR Kabupaten Madiun 2019




1. BIDANG TATA RUANG

a) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinasmenyiapkan

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan

teknis, administrasi dan sumber daya di bidangpelayanan Tata Ruang.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Bidang

Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1.

2.

perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang;

pengumpulan dan pengolahan data Tata Ruang;

fasilitasi bimbingan teknis, supervisi, konsultasi pelaksanaan Tata
Ruang;

penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan Tata Ruang;
penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
di bidang Tata Ruang;

penyiapan bahan pengawasan atas pelayanan Tata Ruang; dan

pengolahan dan penyajian data Tata Ruang

c) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a)

dan huruf (b), Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas :

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang ;
2. melaksanakan penelitian dan Kajian tentang penataan ruang;

3. menyusun rencana tata ruang;
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mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang;

. menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan

ruang;

. mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
. melaksanakan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang;
. menyusun perangkat insentif dan disinsentif;

. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugasnya.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

a)

b)

Seksi Perencanaan Tata Ruangmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

dalam rangka Perencanaan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Perencanaan Tata Ruangmempunyai tugas :

1.

menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Seksi;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) Seksi;

melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
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melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kota (RTR-KSK);

melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruag (RDTR) dan
Peraturan Zonasi (PZ2);

melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL);

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

a) Seksi Pemanfaatan Tata Ruangmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

dalam rangka Pemanfaatan Tata Ruang.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Kepala

Seksi Pemanfaatan Tata Ruangmempunyai tugas :

1.

menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Seksi;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPA) Seksi;

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang Pemanfaatan Tata Ruang;

menyiapkan Bahan Penyusunan Keterangan Pemanfaatan Ruang;
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6.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

a) Seksi Pengendalian Tata Ruangmempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan dalam rangka Pengendalian Tata Ruang.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Kepala

Seksi Pengendalian Tata Ruangmempunyai tugas :

1.

menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Seksi;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Seksi;

menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) Seksi;

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
bidang Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
program di bidang Pengendalian Tata Ruang;

melaksanakan kegiatan monitoring/inspeksi dan evaluasi pemanfaatan
tata ruang;

menyiapkan bahan fasilitasi Kegiatan Fungsi JFT Pengawas

TR/PPNS;

91



8. melaksanakan penyusunan rekomendasi terhadap penyimpangan
pemanfaatan tata ruang;
9. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian yang
telah di rumuskan pada Bab 1, yaitu tentang Implementasi kebijakan kawasan
permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten Madiun, proses
pembangunan kawasan permukiman penduduk di kawasan industri di
Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta
menyediakan pemukiman yang layakserta sesuai dengan perda RTRW
Kabupaten Madiun. Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik
observasi, dokumentasi dan wawancara dengan kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah serta kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten
Madiun. Selain itu, peneliti juga menggunakan pengecekan pada perda No 9

Tahun 2011 berikut penyajian data-data hasil penelitian.

Penelitian ini juga mengunakan metode pendekatan kualitatif.
Pendekatan ini  bertujuan untuk memperoleh  pemahaman dan

menggambarkan realitas yang kompleks.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang

atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan
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individu secara holistik (utuh). Jadi, tidak dilakukan proses isolasi pada

objek

penelitian kedalam variabel atau hipotesis. Tetapi memandangnya
sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat
daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data
yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauhmana
informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan
beberapa tahap:

1. Pertama menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-
unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau
informan.

2. Kedua, melakukan wawancara dengan pelaksana implementasi pihak
industri dan masyarakat guna menjadi data pendukung.

3. Ketiga melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi
data-data yang berhubungan dengan penelitian

4. Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari
semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.

5 Kelima, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.
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1. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Madiun No 9 tahun 2011
tentang RTRW Kabupaten Madiun 2009-2029
A) Dasar hukum kebijakan penataan kawasan permukiman
Dasar hukum implementasi kebijakan penataan kawasan permukiman
daerah industry menurut Bapak Ir. Edy Bintadjo, MTP selaku kepala dinas
Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah menyampaikan.

“Peratutan daerah No 9 tahun 2011 adalah patokkan kami selaku
badan perencanaan dan pembangunan dikabupaten Madiun dalam
menjalankan segala urusan serta kegiatan terkait penyediaan
permukiman untuk masyarakat daerah kawasan industri penyedian
permukiman yang layak serta dapat meningkatkan produktifitas
masyarakat itu sendiri, BAPPEDA akan melakukan pengawasan
serta evaluasi terhadapat pelaksanaan implementasi kebijakan
tersebut

Selaras dengan apanya dikatakan oleh kepala dinas Badan Perencanaan
dan Pembangunan kabupaten Madiun, kepala Dinas Perkerjaan Umum
Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun Bapak Ir Arwono Wijaya, MM,
menyampaikan

“Perencanaan pemangunan kawasan permukiman yang
dicanangkan oleh Badan perencanaan dan pembangunan
madiun yang mengacu pada dasar RTRW Kabupaten
Madiun No 9 tahun 2011 yaitu untuk menyediakan
permukiman yang layak bagimasyarakat kabupaten
madiun sehingga menjadi tugas kami untuk menjalankan
implementasi kebijakan tersebut, kami dan ASN terkait
akan melakukan koordinasi dengan masyarakat serta
pengembang mengenai hal tersebut”

dasar hukum DPUPR Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan
Implementasi Perda Tersebul yaitu pasal 37 dalam pasal 27 huruf |, dalam
pasal tersebut sudah di jelaskan bagaimana pembangunan permukiman yang

layak serta memenuhi ijin dan sesuai dengan peta SSWP Kabupaten Madiun.
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Gambar Kondisi terakhir Kawasan Daerah industri di Kabupaten Madiun
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2019

Industri di Kabupaten Madiun tumbuh berkembang karena usahanya yang
besar dari investor swasta tanpa adanya struktur birokrasi yang berbelit-belit.
Karena mulai berkembangnya industri di Kabupaten Madiun khususnya kawasan
di area exit TOL Madiun yang notabennya merupakan indutri-industri besar di

Indonesia Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Madiun melakukan
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langkah strategis dalam menata dan mengelola Kawasan indutri tersebut terutama
tertait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun yakni dengan
mengimplementasikan kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan industri.
Strategi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Madiun adalah
penanganan permasalahan kawasan permukiman masyarakat kelak baik untuk
warga Kabupaten Madiun ataupun unuk imigran yang bekerja di kawasan industri
tersebut tujuan untuk melakukan penataan kawasan industri serta penataan
kawasan permukiman sehingga dapat menyediakan permukiman yang layak serta
mempermudah mobilitas masyarakat., serta menerapkan kebijakan pemerintahan
dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan lancar yakni melalui
kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan industri. Pembangunan kawasan
permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Madiun, pembangunan kawasan permukiman di kawasan daerah industri yang
tidak sesuai engan peraturan daerah serta tidak memiliki izin dirasa sangat
menggangu oprasional industri serta berdampak buruk bagi penghuninya karena
tercemar limbah industri, hal ini menjadi dasar dari pengimplementasian
kebijakan implementasi kawasan permukiman daerah kawasan industri di
Kabupaten Madiun.

Hal seperti itulah maka Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan
kegiatan penataan kawasan permukiman untuk mengatur masyarakat di sekitar
kawasan industri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mempermudah
pengaturan dan pemberian izin mendirikan bangunan sebagai pemetaan dan

menjalaknan RTRW kabupaten Madiun sesuai dengan perta No 9 Tahun 2011.
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Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Madiun 2009-2029 mengatur tentang bagaimana pengelolaan dan
penataan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat, sebagaimana untuk
acuan dalam menatapermukiman di kawasan industri Kabupaten Madiun. Dalam
pengimplementasian suatu kebijakan tidaklah mudah dan bahkan langsung
berhasil seperti apa yang diharapkan pada saat pembuatan kebijakan tersebut.
Implementasi itu sendiri juga merupakan suatu proses yang ada dalam suatu
kebijakan, karena apabila suatu kebijakan telah dibuat akan tetapi tidak di
implementasikan maka akan percuma. Hal tersebut sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Udoji dalam Wahab (2001:59) bahwa

The execution of policies is as important if not more important than
policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file ti jakets
unless they are implemented". (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu
yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan
kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau
rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan).

Bapak Ir Edy Bintandjo,MTP selaku Kepala Dinas Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun juga mengungkapkan bahwa pendirian
permukiman di daerah kawasan industri yang terlalu dekat dengan pabrik sangat
buruk bagi masyarakat dan oprasional pabrik. Dalam beberapa kasus sering
terjadi masyarakat yang terkena penyakit karena polusi serta limbah dari produksi
pabrik sehingga yang berdampak buruk pada masyarakat itu sendiri, adakalanya
pembangunan permukiman tersebut tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan

peta SSWP. Selain itu juga diketahui bahwa kebanyakat dari pada permukiman
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yang didirikan tersebut merupakan bangunan liar yang tidak memenuhi standart
layak huni. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Pertumbuhan industri begitu pesat di Kabupaten Madiun
khususnya yang berada didaerah SSWP yang diperuntukan
untuk kawasan industri besar disekiran exit TOL Madiun
sejalan dengan perkembangan industri akan diikuti dengan
perrtumbuhan penduduk setelah itu akan muncul permasalahan
permukiman yang tidak liar dan tidak memliki izin mendirikan
bangunan. Mendirikan rumah semaunya tanpa melakukan
pengajuan izin serta melihat keterangan rencana kota.
Kenyataan seperti inilah yang mendorong pemerintah
Kabupaten Madiun melakukan implementasi penataan kawasan
permukiman “.(Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Edy
Bintadjo,MTP selaku Kepala Dinas Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, pada tanggal 8
Januari pukul 19.00WIB di Kediaman Bapak Ir Edy
Bintadjo,MTP)

Pemerintah KabupatenMadiun telah berupaya menertibkan permukiman
ditempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untukmendirikan permukiman.
Akan tetapi, sebelum adanya kawasan industri masyarakat sudah mendiami
kawasan tersebut, masyarakat mulai menempati Kawasan Permukiman di daerah
yang menurut peta SSWP diperuntukan untuk kawasan industrial di kabupaten
Madiun. Adapun latar belakang para masyarakat menempati kawasan tersebut
adalah alasan turun menurut serta dekat dengan sumber penghasilan mereka,
menurut Bapak parlan selaku salah satu warga yang memeliki rumah di daerah
kawasan industri di Kabupaten Madiun. Berikut ini merupakan hasil wawancara
peneliti dengan beliau

“dari kecil sudah tinggal disini mas, pekerjaan juga bertani
mengeerjakan sawah milik orang lain di daerah kawasan industri ini,
yang sebetulnya saya dulu yang berada disini sebelum pabrik-pabrik
ini didirikan disini, sebagai orang desa ya saa gak tau gimana

perijinan gimana mendirikan rumah yang baik, pokoknya punya tempat
buat berteduh dan dekat sama tempat nyari makan..” (Hasil
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Wawancara dengan Bapak Parlan warga disekitar kawasan industri,
pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 09.00WIB di kawasan persawahan
Dumpil, Sawahan)

Pendapat Bapak Parlan terkait dengan kegiatan di kawasan industri memilih
menetap dilokasi tersebut dari pada harus mengambil perumahan yang akan
disiapkan oleh pemerintah daerah, juga ditambahkan oleh Bapak Ir. Arwono
Wijaya, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Beliau mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini telah mendapatkan keluhan
dari pemilik pabrik yang berada di daerah Dumpil, Sawahan, bahwa
permukiman tersebut akan menggangu oprasional serta akan berdampak pada
kesehatan masyarakat itu sendiri alasan sumber penghasilan menjadi dasar
masyarakat untuk menetap dilokasi tersebut. Berikut ini merupakan hasil
wawancara peneliti dengan beliau.

Memang hingga kini masih ada warga berada pada lahan zona

industri, hal ini dikarenakan bahwa ada masyarakat yang memiliki

pekerjaan petani dan menggarap sawah milik orang lain di lokasi
tersebut. Bahkan menurut pantauan kita, permukiman masyarakat ada
yang baru-baru ini dibangun dan dirikan dilokasi tersebut dan dapat
disimpulkan tidak memiliki izin mendirikan bangunan”. (Hasil

Wawancara dengan Bapak Ir. Arwono Wijaya,MM selaku Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun,

pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 15.00WIB)

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Aries Agung Sungkowo,
jumlah permukiman penduduk yang ada dalam zona industri Kabupaten Madiun
Sampai Bulan Januari 2019 berjumlah 140an rumah. Jumlah para penduduk yang
berada dalam zona kawasan industri yang harusnya steril dari permukiman

penduduk, Bapak Agung Subandi yang berprofesi sebagai petani yang setiap

harinya bekerja dab bercocok tanam dilokasi persawahan di daerah zona industi
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tersebut mengungkapkan bahwa ada sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum serta
tawaran perumahan subsidi rakyat dari pengembang, tapi lokasi yang di berikan
sangat jauh dari persawahan tempat beliau bekerja. Berikut ini merupakan hasil
wawancara peneliti dengan beliau

“Ya kami sebenarnya tidak masalah dengan zona lokasi industri

yang dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Madiun Mas, tapi

untuk daerah permukiman yang akan diberikan lokasinya terlalu

jauh dengan tempat saya bekerja, nanti lokasinya jauh susah untuk

kesawah dan melakuakan pengecekan sawah mas. Kalo disini enak

sudah dari dulu tinggal disini sudah familiar dengan daerah sini

dan mudah untuk beraktivitas. ” (Hasil Wawancara dengan Bapak

Agung Subandi yang berprofesi sebagai petani yang setiap harinya

bekerja dalam bidak pertanian, pada tanggal 11 januari 2019 pukul

09.30WIB)

Menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Parlan dan Bapak Agung
Subandi yang berprofesi sebagai petani, Bapak Ir Arnowo Wijaya, MM Selaku Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun mengungkapkan
bahwa pemerintah masih belum dapat mengajak dan bediskusi perihal zona zona yang
berada di kawasan mereka tinggali khususnya bagi para masyarakat yang sudah
menempati daerah tersebut dan mempunya mata pencaharian didaerah tersebut sebab
permuhan yang dibangun oleh pengembang telalu jauh sehingga akan menyulitkan
warka masyarakat kedepanya.

Selain itu, Bapak Bapak Arnowo Wijaya juga menambahkan bahwa pemerintah
daerah hingga kini masih mencari lokasi yang strategis yang sesuai dengan apa yang
diingankan oleh masyarakat disekitar kawasan industri kedepanya. Pemerintah daerah

akan melakukan diskusi dengan para pengembang perumahan untuk merumuskan

permasalahan ini. Berikut ini merupakan hasil wawncara peneliti dengan beliau
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”Jika Dberbicara soal ijin, bangunan hunian yang sudah berdiri di
kawasan industri tersebut pasti belum mengantongi izin mendirikan
bangunan karena menurut keterangan rencana kota rencana tata ruang
wilayah Kabpaten Madiun kawasan tersebut tidak diperuntukan untuk
kawasan permukim, namun memang kesulitan yang kita hadapi yaitu
karena sampai saat ini adalah kominikasi dengan masyarakat yang sudah
terlanjur mendiami kawasan tersebut dan melakukan konsolidasi dengan
pihak pengembang permukiman untuk dapat membuka lahan perumahan
yang layak huni serta mendorong factor ekonomi penghuninya”. (Hasil
Wawancara dengan Bapak Arnowo Wijaya Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun, pada tanggal 12
Januari pukul 19.00 WIB

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta
melakukan observasi dan pengamatan dengan bertambah jumlah penduduk terkait
pembangunan pabrik-pabrik di kawasan industri di Kabupaten Madiun, telah
menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya banguanan baru maupun lama
yang berdiri dikawasan tersebut dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan ini
dikarenakan kawasan tersebut memnang bukan diperuntukan untuk kawasan
permukiman, karena ditempat tersebut banyak pekerja pabrik serta petani yang
beralasan untuk kemudahan dalam mobilisasi. Seharusnya penataan kawasan
permukiman didirikan sedemikian rupa mendengarkan masukan dari masyarakat
pengelola pabrik serta pengembang perumahan sehingga tidak ada gejolak lagi
dan penataannya harus bisa mengakomodasi kepentingan bersama. Hal-hal yang
mengenai penataan kawasan permukiman sudah diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Madiun 2009-2029 Penataan kawasan permukiman daerah kawasan

industri di Kabupaten Madiun, sebagaimana untuk acuan dalam menata

permukiman di kawasan industi Dumpil Kabupaten Madiun, yang menjadi
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landasan untuk menjalankan implementasi tersebut adalah pasal 37 dalam pasal
28 huruf i.

Implementasi kebijakan penataan kawasan permukiman di daerah dindustri
merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sebagai prosedur operasional dalam menertibkan dan
menata kawasan permukiman serta untuk meningkatkan kualitas hunian
masyarakat di Kabupaten Madiun didalam mengimplementasikan kebijakan
penataan kawasan permukimanbadan perencanaan dan pembangunan Kabupaten
Madiun melakukan koordinasisi deng Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Madiun serta menggandeng para pengembang kawasan permukiman.

1. Sosialisasi dan Pendataan

Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan permukiman
yang berada disekitaran kawasan industri Kabupaten Madiun, Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah berkerja sama dengan Dinas pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 Penataan dan
rencana pembangunan kawasan permukiman maka sebelum melakukan kegiatan
relokasi serta menentukan lokasi pembangunan kawasan permukiman, pemberian
informasi yang dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
yang sudah mendiami daerah di sekitar industri Dumpil. Bapak Ir. Edy Bintadjo
selaku Kepana Dinas Badan Perncanaan dan Pembangunan Kabupaten Madiun

mengungkapkan bahwa hal ini dapat dilihat adanya kegiatan sosialisasi serta
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pemberian pengarahan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan
industri.

Pemberian informasi terkait dengan pengimplementasian kebijakan penataan
kawasan permukiman didaerah industri diberikan kepada masyarakat melalui
musyawarah desa dengan mengundang masyarakat yang memiliki hunian dizona
industri disampaikan melalui Kepala Desa Untuk dapat dismpaikan kepada
masyaraktnya.. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Untuk kegiatan Sosialisasi sebelum kita merelokasikan
permukiman yang berada disekitar kawasn industri, memang
kita disaat sebelumnya sudah memberikan informasi yakni
dengan penyampaian informasi kepada staff Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya
di teruskan kepada Kepala Desa terkait untuk dapat
melakukan musyawarah untuk dapat menemukan jalan
tengah serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat
sehingga tidak terdengan memberikan keputusan sepihak. .
(Hasil Wawancara dengan Bapak Ir Edy Bintandjo Kepala
Badan Perencanaan dan Pembanguanan Kabupaten Madiun,
pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 12.00 WIB)

Menanggapi pendapat Bapak Edy Bintandjo, Bapak Parlan sebagai salah satu
warga yang memili permukiman di daerah kawasan industri membenarkan adanya
kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pemberitahuan secara langsung,
pemberitahuan secara lisan yakni dengan memberikan surat, serta mengajak untuk
melakukan pertemuan antara warga dan pemerintah daerah. Beliau
menambahkan bahwa dari pemerintah dalam hal ini yakni Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah, Bapak Parlan serta masyarakat yang lain yang

melikiki tempat tinggal di daerah Kawasan Industridan teman-teman pernah

dikumpulkan di balai Desa Dumpil untuk melakukan musyawarah dan pertemuan
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tentang bagaimana penattan permukiman kedepannya. Berikut ini merupakan

hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Memang benar mas bahwa sebelum diadapan perpindahan
dari sini yang nantinya akan dipindahkan ke perumahan
subsidi rakyat, saya dan warga yang lain sudah diajak untuk
melakukan diskusi dan musyawarah serta sosialisasi dari
Kepala Desa.. Namun yang perlu diperhatikan juga yaitu
pemerintah daerah sepertinya tidak mempertimbangkan
masukan dari warga, kita hanya diajak berdialog tetapi
pemerintah daerah langsung mengambil keputusan secara
sepihak tanpa mempertimbangkan bagaimana lading rezki kita
yang sudah kita tempati dari kecil disitu” (Hasil Wawancara
dengan Bapak Parlan selaku warga masyarakat Desa Dumpil,
pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 13.00WI1B)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta
melakukan observasi dan pengamatan, implementasi kebijakan implementasi
kawasn permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten Madiun, yang
dilakukan olen Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah seta Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat diketahui bahwa sebelum
masyarakat yang berada dalam zona industri direlokasi ke kawasan yang
diperuntukan untuk kawasan permukiman, warga sudah pernah memperoleh
sosialisasi serta ajakan untuk melakukan musyawarah maupun penyampaian
informasi terkait dengan tindak lanjut dari akan adanya kegiatan penataan
kawasan permukiman. Sosialisasi itu lewat rapat yang bersifat formal maupun
informal. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendukung langkah-langkah
dalam mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan permukiman daerah
kawasan industri Dinas terkait sudah melakukan berbagai saluran informasi yang
ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Kabupaten Madiun dalam mensosialisasikan kegiatan penataan kawasan
permukiman sudah dilaksanakan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan dengan
warga bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang peraturan
daerah mengenai kawasan mana saja yang menjadi kawasan Industri serta daerah
mana saja yang diperuntukan untuk kawasan permukiman, sehingga diharapkan
warga dapat mentaati peraturan tersebut. Di dalam melakukan pertemuan,
pemerintah kabupaten Madiun melakukannya secara kontinyu sehingga
diharapkan warga benar-benar memahami dan menaati peraturan yang telah di
soailaisasikan terkait dengan adanya kegiatan penataan kawasan permukiman
daerah kawasan industri.
2. Penetapan Lokasi Permukiman
Penetapan lokasi kawasan permukiman yang nantinya akan diusahan tetap

tidak jauh dari lokasi lama mayarakat serta mengajak pengembang perumahan
untuk melakukan investasi pembebasan serta pembangunan di kawasan Desa
Dumpil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 201 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun.Penataan dan pembangunan kawasan
permukiman di Kabupaten Madiun khususnya yang tertera pasal 37 dalam pasal
28 huruf I menyatakan bahwa :

a. Kebijakan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28 huruf i, yaitu pengembangan kawasan permukiman yang

nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung

lingkungan.
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10.

11.

12.

b. Strategi pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman dan
seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan, meliputi :
Mengendalikan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan terutama di area
konservasi/ lindung;

Mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik,
sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;

Meningkatkan kualitas permukiman khususnya di kawasan perkotaan;
Mengembangkan perumahan terjangkau khususnya di kawasan perkotaan;
Menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan;
Mengembangkan kasiba/lisiba mandiri;

Meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) serta penyediaan sarana dan
prasarana dasar bagi rumah sederhana sehat;

Mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna bidang
perumahan;

Meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan dan perdesaan serta
implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan bangunan
gedung dan rumah negara;

Meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan;

Meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan, dan
pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;

Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan
permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan

perbatasan;
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13.

14.

15.

16.

Meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan
agar tercipta pasar primer yang sehat;

Mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang ditunjang dengan
peningkatan penyediaan tanah untuk peningkatan pengembangan kawasan
permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu
pada keswadayaan masyarakat; dan

Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan
permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan

perbatasan, serta penurunan luasan kawasan kumuh.

Menurut Bapak Ir Edy Binatdjo Kepala Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah pada Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan

Pembangunan Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa Kepala daerah yang dalam

hal ini yaitu Bupati Madiun menetapkan lokasi yang menjadi zona kawasan

Industri serta zona kawasan permukiman di daerah Dumpil Kabupaten Madiun

kegiatan dikarenakan oleh beberapa pertimbangan yakni adanya penolakan dari

beberapa masyarakat akan beberapa tempat alternatif yang ditawarkan oleh

pemerintah daerah. salah satu lokasi yang akhirnya menjadi tempat relokasi bagi

warga yang memiliki pekerjaan dan lahan pertanian di kawasan zona industri.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau.

“Kewenangannya memang untuk penetapan lokasi sebagai tempat
relokasi permukiman yang sudah ada maupun untuk permukiman
yang akan didirikan kedepanya sudah diatur Perda yang mana
bupati sebagai kepala daerah mempunyai kewengangan untuk
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menentukan lokasi melalui berbagai pertimbangan salah satunya
penetapan lokasi dimana pembanguna kawasan permukiman (Hasil
Wawancara dengan Ir Edy Bintadjo selaku Kepala Badan
Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Madiun

Menanggapi pendapat Bapak Ir Edy Bintandjo tentang Penetapan tempat
relokasi permukiman yang berada di kawasan industri ke lokasi baru yang
sebenarnya juga berada di Kecamatan Madiun, Bapak Parlan selaku warga yang
memiliki rumah di kazasan zona industri mengungkapkan bahwa hampir sebagian
besar warga kurang setuju dan kurang cocok dengan lokasi permukiman yang di
bangun oleh pemerintah daerah,. Hal ini menurut beliau dikarenakan bahwa
berdasarkan pengamatannya, kawasan permukiman yang berupa perumahan
subsidi rakyat lokasinya kurang strategis sulit untuk mobilitas dalam melakukan
kegiatan sehari-hari. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan

beliau

“lya mas, kan dari awal sebelum rencana direlokasi kedaerah
perumahan, saya dan beberapa warga yang lain sudah lakukan
pengamatan bagai mana lokasinya, jarak dari tempat kita bekerja
dan sudah kita laporkan ke pemerintah daerah. Kita menilai
bahwa lokasi sekarang ini sangatlah kurang strategis dan jauh
dari fasilitas umum, kita yang biasa hidup dirumah kampong yang
memiliki ukuran besar harus beradaptasi lagi dengan keadaan
rumah yang berada diperumahan. Kalo mau berangkat kesawah
juga jauh mas, kalo musim kemarau harus tiap saat ngecek air
sulit untuk tidak berada disekitar sawah.” (Hasil Wawancara
dengan Parlan selaku warga yang memiliki rumah dikawasan zona
industri, pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 16.00 WIB)

Namun berbeda dengan kenyataan dilapangan disaat peneliti melakukan
observasi, masih terdapat banyak kavling rumah yang masih kosong dan belum

terjual. Para warga yang sudah memiliki tempat tinggal didaerah zona kawasan
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industri lebih memilih untuk menetap dirumah tersebut dan hanya warga
pendatang baru serta pekerja pabrik yang menepati kavling perumahan tersebut,
berpindah dari tempat tinggal lama ke tempat yang baru menurut beberapa warga
akan sulit melakukan adaptasi lagi selain malasalh pekerjaan para warga juga
memikirkan bagaimana sekolah anak-anaknya nanti. Sehingga masih banyak
warga yang mimilih untuk tetap mendiami rumah mereka.

Menanggapi temuan peneliti di lapangan akan masih adanya para warga
yang memilih untuk menetap dan menempati tempat tinggalnya, Bapak Parlan
selaku warga masyarakat yang memiliki rumah didaerah tersebut menyampaikan
bahwa hal ini memang seharusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah
daerah mengapa sampai masih adanya warga yang memilih untuk menempati
rumah lama mereka. Menurut beliau, hal ini lebih dikarenakan oleh situasi dan
kondisi yang ada permukiman yang telah disediakan oleh pemerintah daerah
kurang strategis dan terlalu jauh dari pusat ekonomi mereka. Berikut ini

merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Seperti tadi yang sudah saya sampaikan mas bahwa ini
seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah. Warga langsung
diminta untuk pindah dari lokasi zona kawasan industri tapi
pemerintah justru tidak pernah mengetahui kondisi dilapangan
bagaimana lokasinya bagai mana kami nantinya, kalo lokasi
perumahannya jauh dari sawah-sawah kami mas” (Hasil
Wawancara dengan Bapak Parlsn selaku warga yang memiliki
permukiman disekitar zona industri pada tanggal 15 januari 2019
pukul 16.00 WIB)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta
melakukan observasi dan pengamatan, implementasi kebijakan relokasi

pembangunan serta penataan kawasan permukiman yang dilakukan Badan
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Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan melakukan
penetapan lokasi dengan melihat peta SSWP Kabupaten Madiun. Penetapan
lokasi pembangunan kawasan permukiman telah diatur didalam Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 201 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Madiun 2009-2029. Dalam penetapan lokasi serta untuk dapat
mencapai pembangunan kawasan permukiman yang alayak serta dapat
menjalankan roda perekonomian warga, terdapat pengaturan-pengaturan termasuk
didalamnya yakni lokasi didirikanya perumahan harus sesuai dengan peta SSWP,
harus memiliki akses jalan yang memadai selanjutnya penirian perumahan harus
memiliki izin mendirikan bangunan serta memikiki standart mendirikan
bangunan.. Namun berbeda dengan kenyataan dilapangan disaat peneliti
melakukan observasi, disalah satu lokasi dibangunan kawasan permukiman yang
tidak sesuai dengan standart yaitu penentuan lokasiny terutama bagi warga yang
terkena relokasi dari daerah kawasan industri masih terlihat banyak kavling yang
kosong dan belum laku. Para warga lebih memilih untuk menetap di rumah
lamanya serta enggan untuk berpindah dilokasi baru tersebut. Hal ini menunjukan
bahwa pengaturan akan penataan kawasan permukiman daerah kawasan industri
yang dilakikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

masih belum berjalan dengan baik.

B) Aktor Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Kawasan

Permukiman
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Dalam pelaksanaan implementasi penataan kawasan permukiman di
Kabupaten Madiun Aktor-aktor yang berperan dalam proses tersebut sesuai
dengan apa yang di atur dalam Perda adalah

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, disini peran BAPPEDA
Kabupaten Madiun adalah sebagai pelaksana Implementasi tersebut sebagai
pelaksanan langsung di bawah Bupati. Serta melakukan pengawasan dan
kelancaran implementasi tersebut dilapangan.

2. Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat, peran dari pada DPUPR
Kabupaten Madiun adalah sebagai tim Pelaksana dari perda tersebut, Dinas
Pekerjaan Umum yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat
ijin mendirikan bangunan baik untuk perumahan atau untuk bangunan
komersial/industri

3. Pihak / staf dari perusahaan yang lokasi perusahaanya ada di sekitar daerah
yang akan dijadikan daerah permukiman penduduk. Untuk mengetahui apa
dampak yang terjadi dengan adanya pemukiman di daerah sekitar kawasan
industri

C) Bentuk Komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan
penataan kawasan permukiman

Proses komunikasi menterjemahkan peraturan daerah No 9 tahun 2011
salah satu hal yang sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan
pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengembangkan kawasan Industri
serta penataan kawasan permukiman di daerah Industri. Penyampaian

informasi yang jelas akan memberikan pemahaman yang luas bagi
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masyarakat sehingga akan menumbuhkan kesadaran dalam menggunakan hak
dan kewajiban twerhadap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Madiun.
Secara umum dalam pandangan George C. Edward 11l terdapat tiga hal

penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu :

. Transmisi (proses penyampaian informasi)

Ada beberapa hambatan dalam menstransmisikan implementasi
kebijakan kawsan permukiman daerah kawasan industri. Pertama,
pertentangan pendapat antara Bupati sebagai salah satu pejabat publik yang
dipengaruhi oleh pandangan politik partai dan para pejabat dan staf instansi
sebagai birokrat karier yang menjalankan administrasi Negara. Antara
kepentingan politik dan aturan birokrasi selalu bertentangan dalam
mengimplmentasikan suatu kebijakan. Kebijakan yang mendasarkan pada
kepentingan politik selalu dinamis dan subjektif terhadap program. Hal
tersebut didorong oleh tujuan strategis politik yang hendak dicapai selama
berkuasa dan kesempatan untuk membangun citra. Lain halnya dengan
pandangan para birokratyang ketat dengan peraturan dan ketentuan serta
prosedur birokrasi.

Kedua, perencanaan, penyusun, dan pelaksana, serta pengawasan
kebijakan pengembangan kawasan industri adalah para birokrasi yang
bekerja sangat birokratis, sehingga setiap informasi yang disampaikan
menjadi kurang efektif dan rentan terjadi distorsi subtansi kebijakan.

Ketiga, sikap para pemimpin instansi terkait sebagai pelaksana lapangan

yang mengabaikan apa yang sudah jelas tertera pada peraturan daerah No 9
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tahun 2011 tentang RTRW kabupaten Madiun dan ketidakmampuan para
pelaksana untuk mengetahui isi kebijakan dari kawasan permukiman dan
tujuan yang diharapkan atas kebijakan tersebut. Sikap acuh terhadap
pelaksanaan kebijakan mengakibatkan program kegiatan instansi tidak
mengakomodir kebutuhan dan kepentingan kebijakan kawasan permukiman
daerah industri.

Selain komunikasi yang dilakukan dengan sesama implementor atau
badan pelaksana di Kabupaten Madiun, implementor juga melakukan
komunikasi dengan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat
luas khususnya bagi para warga yang memiliki hunian dikawasan zona
industri serta para pengembang perumahan yang akan direlokasi ke tempat
yang telah disediakan sebagai kawasan permukiman. Komunikasi yang
dilakukan adalah berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada para warga
terkait dengan pengimplementasian kebijakan kawasan permukiman daerah
kawasan industri kegiatan pengaturan didalam melakukan penataan kawasan
permukima yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 9 Tahun 2011 Tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Madiun
Tahun 2009-2029 terkait dengan komunikasi yang dibangun didalam
pengimplementasian kebijakan penataan kawasan permukiman di kawasan
industri Dumpil Kecamatan Madiun, Bapak Ir Edy Bintandjo, MTP selaku
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun
mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin selama ini antara

BAPPEDA, DPUPR Kabupaten Madiun, pengembang perumahan dan warga
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yang memiliki hunian disekitar kawasan industri didalamnya melibatkan
Dinas-Dinas terkait maupun berkomunikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung bersama dengan para warga telah mendiami daerah kawasan
industri berjalan dengan sangat bagus dimana sebagai SKPD yang
bertanggung jawab didalam memonitoring Implementasi dari kebijakan
penataan permukiman daerak kawasan industri yang berada di kawasan
industri Dumpil, Kecamatan Madiun, BAPPEDA juga berkomunikasi dengan
pihak swasta terutama pengembang perumahan dalam menentukan dan
melakukan pengembangan kawasan permukiman. Berikut ini merupakan
hasil wawancara peneliti dengan beliau.

“Sangat baik ya mas dalam hal komunikasi karena

sebagai satuan kerja yang ditunjuk tentu Kkita tidak bisa

bekerja sendiri. Kita selalu berkomunikasi dengan SKPD

yang terlibat sebagai tim pembina pihak swasta, maupun

dengan membangun komunikasi dengan para warga yang

telah kita arahkan untuk menenpati permukiman yang

memang diperuntukan untuk kawasan permukiman. Pihak

swasta sendiri bertindak sebagai pengembang kawasan

permukiman sehingga dapat menyediakan perumahan

yangn layak serta tetap dapat mempermudah mobilitas

warga. ” (Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Bambang

Soekwamto, M.M selaku Kepala Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, pada tanggal
18 Januari 2019 pukul 19.00WIB)

Kejelasan informasi

Menurut Edward Il dalam Agustino komukasi yang diterapkan oleh
pelaksana kebijakan (street-level-bereaucrats) harus jelas dan tidak
membingungkan atau tidak ambigu. Pada pelaksanaan implementasi

kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten
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Madiun, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat
dimengerti dengan baik maka dalam tata cara teknis menerangkan terhadap
dua metode penyampaian informasi secara langsung dan tidak langsung yaitu
media cetak/elektronik.

Dalam hal ini penyampain informasi dilakukan secara langsung maupun
melalui media cetak/elektronik. Penyampaian informasi secara media
cetak/elektronik itu berupa banner yang dapat dilihat langsung oleh
masyarakat. Kemudian setelah masyarakat tahu akan berita tersebut maka
selanjutnya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menyampaikan secara rinci hal-hal terkait pembangunan perumahan baik
bersifat individu atau melalui pengembang. Pemahaman yang dimaksudkan
agar masyarakat dapat mengetahui secara detail akan pelaksanaan dan tata
cara mendirikan suatu bangunan yang diperuntukan untuk perumahan
sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan
baik. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Ir. Edy Bintandjo, MTP selaku
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun,
bahwa pengarahan dan sosialisasi yang dilakukan kepada setiap staf
pelaksanaan kebijan hendaknya dapat memberikan pemahaman terperinci
sehingga dalam pelaksanaan implementasi ini tidak terjadi kekeliruan dan
kesalahan. Penyampaian informasi ini memang lebih efektif secara langsung

kepada masyarakat khususnya dan pengembang perumahan.

Namun, penyamapaian informasi tentang kebijakan kawasan permukiman

daerah kawasan industri masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat
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dengan masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait serta kurang
aktifnya masyarakat terkait kebijakan tersebut khususnya masyarakat yang
berada didaerah. Permasalahan seperti ini seharusnya pihak pelaksana
kebijakan sudah memahami ketetapan prosedur dan melakukan sosialisasi

serta musyawarah dengan masyarakat dan pihak pengembang perumahan.

Hal ini dipertegas menurut Bapak Ir. Arwono Wijaya, MM selaku
Kepala BAPPEDA Kabupaten Madiun. informasi dan arahan tugas yang
diberikan sudah dilakukan, namun secara terperinci akan prosedur dalam
pelaksanaan belum dipahami secara baik. Maka dari itu perlunya sosialisasi
untuk tahap selanjutnya akan sistem dan prosedur pelaksanaan dan tata cara
pembangunan kawasan permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten

Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan penyampaian kejelasan akan informasi implementasi kebijakan
ini sudah berjalan. Namun penyampaian informasi akan lebih efektif apabila
penyampaian tentang pelaksanaannya dilakukan secara langsung terhadap
target atau objek sasaran dalam bentuk sosialisasi, diskusi. Hanya saja dalam
proses berjalannya implementasi ini dibutuhkan waktu yang berkala dan lebih
sering diadakan pertemuan dengan masyarakat agar pemahaman yang ada
benar-benar tersampaikan kepada target atau objek sasaran

Disamping itu, bentuk komunikasi juga dilakukan yakni dengan
memberikan sosialisasi serta menggelar kegiatan dialog dan musyawarah

dengan warga yang akan direlokasi ke kawasan permukiman di Kecamatan
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Madiun. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak
Ahmad Ridho Al Syahiqgi selaku Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil,
Menengah pada Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bondowoso
“Koordinasi dan komunikasi yang kita bangun baik sebelum
warga direlokasi maupun setelah direlokasi telah Kkita
bangun dengan baik. kita mengupayakan agar baik
masyarakat khususnya warga yang telah lama menempati
serta mempunyai rumah di kawasan industri agar warga
merasa tidak dirugikan dari adanya kebijakan ini.”. (Hasil
Wawancara dengan Bapak Edy Binatdjo selaku Kepala
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Madiun, pada tanggal 16 Januari pukul 19.00WIB)

Akan tetapi tidak semua warga telah direlokasi dengan mudah menerima
kebijakan relokasi yang dibuat oleh pemerintah. Banyak dari mereka yang
tidak tahu atau bersikap acuh terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah.
Seperti hasil wawancara kepada salah warga yaitu Ibu Sugiyem yang
kesehariannya merupakan ibu rumah tangga yang membeli kavling di
kawgsan permukiman subsidi. Beliau mengungkapkan bahwa dalam
pemberian informasi, komunikasi yang dibangun oleh BAPPEDA Kabupaten
Madiun tidak melibatkan keseluruhan Warga hanya warga masyarakat yang
tempat tinggalnya berada disekitar kawasan industri saja, Jika ada warga
yang ikut dilibatkan untuk berdialog, itu merupakanwarga yang sudah lama
mendiami kawasan daerah permukiman tersebut. Berikut ini merupakan hasil
wawancara peneliti dengan beliau

“Saya tidak tahu dan tidak pernah mas kalau untuk diajak
berkomunikasi atau musyawarah bersama dengan

pemerintah khususnyawarga yang menetap di perumahan
sisni. Biasanya yang menyampaikan berita atau info itu
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kepala Desa sama staff desa, kalau pegawai dinas setau
saya selama ini tidak pernah ada yang kesini” (Hasil
Wawancara dengan Bapak Budianto, pada tanggal 04
Januari pukul 14.48 WIB)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta
melakukan observasi dan pengamatan, komunikasi yang dibangun antar pihak
didalam mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan permukiman
daerah kawasan industri melibatkan berbagai pihak diantaranya yakni melalui
komunikasi dengan warga yang berada dalam zona kawasan industri, Pihak
Swasta pengembang permukiman maupun dengan kepala desa. Meskipun
komunikasi yang diabngun didalam kebijakan kebijakan penataan kawasan
permukiman kawasan industri telah dilakukan semaksimal mungkin, dalam hasil
penelitian dilapangan, peneliti masih menemukan ketidaksesuaian dimana maih
terdapat beberapa warga yang mengaku tidak dilibatkan didalam dialog dan
musyawarah yang dilakukan bersama dengan pihak BAPPEDA maupun dari
DPUPR Kabupaten Madiun. Dalam dialog ataupun tatap muka, hanya beberapa
warga saja yang dilibatkan, itupun hanya seperti warga masyarakat yang berada
dalam zona kawasan industri. Kalaupun ada warga yang dilibatkan itupun
jumlahnya tidak begitu banyak dan hanya para warga yang memiliki rumah di
daerah kawasan industri saja yang dilibatkan ketika ada dialog maupun tatap
muka bersama dengan BAPPEDA maupun jika ada dialog bersama dengan
pemerintah Daerah. Para warga mengaku hanya didatangi oleh pihak dinas

hanya sebatas untuk memberikan informasi akan tetapi infomasi trsebut hanya

berupa lisan saja. Katidaksesuaian inilah yang menimbulkan masih adanya
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beberapa warga yang memelih tidak peduli dan kurang responsife terhadap

peraturan daerah tentang penataan kawasan permukiman di daerah industri.

c. Konsistensi

Menurut Edward 1l dalam Agustino, perintah yang diberikan dalam
pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapakan
atau dijalankan. Jika perintah diberikan sering berubah-ubah, maka dapat
menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan di lapangan. Kendati
konsistensi mengacu pada panduan materi konseling, keutuhan, kelengkapan
serta sistematik penyampaian yang disampaikan kurang sempurna dan
sistematis, maka kualitas komunikasi akan menjadi bias. Oleh karena itu

konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.
Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan
dalam kegiatan implementasi kebijakan kawasan permukiman daerah
kawasan industri mestinya dilaksanakan secara menyeluruh dan terus
menerus tanpa terputus. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ir. Edy Bintandjo,
MTP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat mengacu
pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 tentan RTRW pembangunan
permukiman daerah kawasan industri dan standart pembangunan hunian
tersebut sudah ada dalam pasal 28 huruf I, sebenarnya pelaksanaanya sudah
bagus namun dibutuhkan komunikasi, koordinasi, serta sosialisai lagi dalam
penerapannya agar hasilnya maksimal. Konsistensi ini hendaknya memang
berjalan sesuai dengan rencana dan sistematis, pola kordinasi dalam

pelaksanaan kebijakan memang harus detail dalam pemahaman
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pelaksanannya. Konsistensi ini dimaksudkan agar pelaksanaan di lapangan
berjalan sesuai dengan rencana awal dan tetap terfokus pada sistem dan
aturan yang telah dibuat.

Selain itu konsistensi dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini
sudah baik dan tersampaikan secara rinci. Konsistensi ini hendaknya memang
berjalan sesuai dengan rencana dan sistematis, pola kordinasi dalam
pelaksanaan kebijakan memang mesti detail dalam pemahaman pelaksanaan.
Pelaksanaan berjalan baik apabila konsistensi dalam kebijakan tidak berubah-
ubah dan tetap pada satu alur utama yang telah dibuat. Keadaan yang
menyebabkan konsistensi jadi tidak jelas dimana dalam pelaksanaannya
kebijakan sering melakukan revisi/perubahan rencana tetapi nyatanya
perubahan itu akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan di
lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan
bahwa keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga akan
mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu
kebijakan tidak jelas atau berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi
resistensi dari kelompok sasaran. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan
ini sudah berjalan baik, sebaiknya dalam menentukan perubahan untuk
sebuah kebijakan mestinya dipikirakan terlebih dahulu. Maka implementasi
kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak

dilakukan dengan penuh kesiapan, kebinaan, serta komunikasi yang baik dan
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D)

penuh tanggung jawab. Proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang
baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan

yang baik terhadap target sasaran.

Sumber Daya Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penataan
Kawasan Permukiman
Sumber daya juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu implementasi

dalam kasus implementasi kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan
industri di Kabupaten Madiun adalah :
Sumber Daya Alam

Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Madiun adalah 1.010,86 Km.
Dibagi menjadi 13 kecamatan dan 8 kelurahan, dilihat dari luas wilayahnya
kabupaten Madiun Memiliki potensi pengembangan yang sangat banyak,
salah satu yang sedang dikerjakan oleh pemerintah adalah pengembangan
dibidang industri. Ini terlihat dengan adanya pembangunan IMS (anak
perusahaan dari PT. INKA) PT. Holcim dan PT Sampoerna Tbk di
Kecamatan Madiun “Pemerintah Kabupaten Madiun Juga menyediakan
1000ha tanah untuk para investor industri yang ingin berinvestasi di
Kabupaten Madiun” ujar kepala BAPPEDA Kabupaten Madiun.

Kabupaten Madiun merupakan daerah lumbung padi Jawa Timur bagian

barat, dengan luas areal tanam sebesar 63.620 Ha yang menghasilkan
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produksi beras sebesar 364.716,54 ton pertahun. Dari produksi tersebut setiap
tahunnya rata-rata mengalami surplus sebesar 150.000 ton pertahun.
Hamparan areal tanam tersebut berada di seluruh wilayah kecamatan
sebanyak 15 kecamatan. Produktifitas secara rata-rata mencapai 5,6 ton/Ha
Gabah Kering Sawah (GKS), dengan mayoritas jenis padi yang ditanam
adalah IR.64. Penanaman padi ke arah organik mulai dikembangkan dengan
penggunaan pupuk Bokasih yang telah diproduksi sebanyak 24 kelompok
tani dengan produksi sebesar 480 ton pupuk.Selain potensi padi, juga terdapat
beberapa komoditi yang mempunyai peluang untuk dikembangkan yaitu
jagung dengan produksi sebesar 12.121,76 ton ditanam pada areal tanam
mencapai 5.126 ha. Begitu juga untuk buah-buahan yang meliputi mangga
dengan produksi 10.155,57 ton, melon, durian dil.

Perkebunan

Dengan ketinggian 500 s/d 1.300 m diatas permukaan laut wilayah Kabupaten
Madiun memiliki berbagai komoditi unggulan, meliputi kopi, kakao, karet dan
cengkeh. Potensi perkebunan di Kabupaten Madiun ditunjang oleh lahan
Perkebunan Kandangan yang merupakan peninggalan jaman Belanda dengan luas
+ 2.400 ha dan berketinggian antara 900 s/d 1.300 m diatas permukaan laut.
Perkebunan ini masih terbuka luas untuk dikembangkan dan merupakan peluang
bagi investor untuk menanamkan investasinya baik untuk tanaman kopi, karet,
hortikultura, bunga maupun pengembangan green house. Selain hasil perkebunan

tersebut, wilayah Kabupaten Madiun juga menghasilkan tanaman tebu yang
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cukup potensial sebesar 39.359,11 ton yang diolah oleh 2 unit Pabrik Gula yaitu

PG. Pagotan dan PG. Kanigoro.

Kehutanan

Luas wilayah Kabupaten Madiun 40 % lebih merupakan kawasan hutan yang
mampu menghasilkan produksi berbagai komoditi meliputi kayu jati, kayu
mahoni, dan kayu pinus, serta damar dan terpentin. Dari produksi kayu yang
merupakan bahan baku untuk industri kayu dan produk kayu, memberikan
peluang bagi para investor untuk menanamkan investasinya, utamanya skala besar

dengan produk yang berorientasi ekspor.

Perdagangan
Perdagangan di Kabupaten Madiun mempunyai potensi dengan jumlah pedagang
formal sebanyak 1.942 bidang usaha dan pedagangan informal sebanyak 23.591

bidang usaha dengan

Industri Industri potensial di wilayah Kabupaten Madiun adalah industri yang
berbahan baku kayu serta berbahan baku hasil pertanian. Namun terdapat juga
industri dengan skala besar vyaitu industri keramik kaibon yang telah

memproduksi berupa tea sea, piring dan aneka produk lainnya.

Sektor industri di Kabupaten Madiun berupa industri formal sebanyak 165 unit
yang menyerap tenaga kerja 2739 orang, serta industri kecil non formal sebanyak
16,141 unit yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 30.545 orang. Potensi
industri kecil yang masih memerlukan pengelolaan lebih optimal antara lain :

kerajinan kayu, makanan olahan dan pande besi.
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Pariwisata

Di Kabupaten Madiun terdapat berbagai lokasi wisata antara lain wisata alam,

wisata buatan, wana wisata dan banyak lagi lokasi wisata lainnya yang masih

belum dikembangkan.

. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangatlah berkaitan erat dengan implementasi
kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten
Madiun. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan yang diisyarakatkan oleh kebijakan yang
sudah ditetapkan sesuai apolitik. Sumber daya manusia ada pada BAPPEDA
serta DPUPR tata ruang wilayah Kabupaten Madiun selaku pelaksana
implementasi, serta disampaikan kepada pemilik industri, pengembang
permukiman serta masyarakat. Para pelaku implementasi sudah melakukan
tugas dan tupoksinya masing-masing dengan baik, sehingga implementasi
kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan industri, akan tetapi belum
adanya komunikasi yang terjalin baik antara satu instansi ke instansi lain
sehingga kurang adanya sosialisasi serta pertemuan dengan pemilik industri,

pengembang permukiman serta masyarakat sekitar kawasan industri.
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Tabel 5 Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai BAPPEDA Kabupaten
Madiun
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah

S2 5

Sl 32
Diploma 3 12
SMA 40
SLTP 12
SD -

TOTAL 101

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Madiun, 2018

Berdasarkan data pada tabel diatas , Jumlah pegawai pada Badab
Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Madiun dalam
mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan permukiman daerah
kawasan industri di Dumpil, Kecamatan Madiun menuju kekawasan
permukiman yang sudah disediakan olen pemerintah Daerah saat ini justru
justru lebih banyak dari dari pegawai yang hanya berlatar belakang pendidikan
pada tingkat SMA yakni 40 dan pada tingkat SLTP sebanyak 12 orang. Hal ini
menunjukan bahwa komposisi pegawai yang ada dalam lingkup BAPPEDA
masih belum sebanding dengan jumlah pegawai yang berlatarbelakang
pendidikan dengan lulusan S2 maupun S1 yang masing-masingnya berjumlah 5
orang dan 32 orang. Hal senada juga yang diungkapkan oleh Bapak Ir Edy
Binandjo, MTP Selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Madiun. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan dari jumlah
pegawai yang ada di BAPPEDA Kabupaten Madiun menjadi salah satu faktor
penentu didalam proses pengimplementasian kebijakan penataan kawasan
permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten Madiun tidak dapat
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dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun
Kualitas maupun Kuantitas SDM dari aparatur BAPPEDA Kabupaten Madiun
masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari
sisi kemampuan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau
“Sebagai dinas yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, kita
selalu berusaha semaksimal mungkin walaupun jumlah pegawai
maupun tingkat pendidikan masih belum sebanding dengan
beban kerja yang ada, itu sebabnya kita juga dibantu oleh teman-
teman dari DPUPR maupun bekerjasama dengan pihak swasta,
kita dari BAPPEDA hanya sebatas memonitoring sejauh mana
pelaksanaan dari kegiatan penataan kawasan permukiman
daerah kawasan industri di Dumpil, Kecamatan Madiun” (Hasil
Wawancara dengan Bapak Ir. Edy Binatdjo, MTP, M.M selaku
Kepala BAPPEDA Kabupaten Madiun, pada 19 Januari 2019
pukul 18.30WIB)

Dalam  menutupi  kekurangan  akan  jumlah  pegawai  dalam
mengimplementasikan kebijakan penataan kawasan permukiman daerah kawasan
industri, Badan Perncanaan dan Pembangunan Daerah juga dibantu oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun. Bapak Ir. Arnowo
Wijaya,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
mengungkapkan bahwa baik pihak DPUPR maupun pihak BAPPEDA Kabupaten
Madiun sama-sama memiliki kekurangan yakni minimnya sumberdaya manusia
yang perlu dilibatkan didalam mengawal berjalannya implementasi kebijakan
tersebutg. Itu sebabnya menurut beliau, kerjasama dan komunikasi yang kuat antara
kedua belah instansi merupakan salah satu jalan keluar didalam menentukan
keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan penataan kawasan permukiman

daerah industri di Kabupaten. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti

dengan beliau
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”Kita sudah sering berdialog juga tentang kurangnya aparatur
didalam menjalankan kebijakan ini baik itu dari kami sendiri
maupun dari pihakBAPPEDA. Kerjasama maupun koordinasi
lintas sektoral yang kita lakukan memang sangatlah efektif agar
kebijakan ini dapat diimplementasikan dan tujuan dari relokasi
penataan kawasan permukiman sendiri dapat tercapai secara
baik.”.(Hasil Wawancara dengan Hasil wawancara pada tanggal
20 Januari 2019 dengan Bapak Arnowo Wijaya selaku Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Madiun)

Bapak Ir Arnowo Wijaya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Madiun juga menambahkan bahwa didalam
menutupi kekurangan dari SDM yang ada dalam lingkup DPUPR Kabupaten
Madiun, baik sebelum maupun setelah melakukan relokasi dan pembanunan
kawasan permukiman selalu melakukan evaluasi secara internal didalam
membenahi setiap kekurangan dalam menjalankan peraturan daerah yang
didalamnya termasuk juga kebijakan relokasi permukiman warga yang berada di
kawasan industri. Evaluasi secara internal dilakukan untuk membenahi setiap
kekurangan maupun kekeliriuan dalam setiap proses yang ada sesuai yang telah
diamanatkan didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029 sehingga tidak terjadi

singgungan antar pemerintah daerah dengan para warga yang akan direlokasi ke

lokasi perumahan yang baru.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta
melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumberdaya manusia merupakan

modal penting dalam menggerakan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun
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kebijakan yang fungsinya adalah menggerakan setiap kegiatan didalam
mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Sumberdaya yang terlibat
baik dalam merencanakan maupun mengimplemetasikan Peraturan Daearah
Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Madiun 2009-2029 idak hanya melibatkan petugas dari BAPPEDA
Kabupaten Madiun melainkan juga dibantu oleh DPUPR Kabupaten Madiun
yang berperan sebagai koordinator dalam penertiban dalam proses relokasi para
warga yang ada di daerah kawasan industri. Meskipun baik dari sisi jumlah
maupun kemampuan aparatur dinilai masih kurang, BAPPEDA maupun DPUPR
Kabupaten Madiun sama-sama melengkapi kekurangan aparatur yakni dengan

bekerjasama didalam proses relokasidan pembangunan kawasan permukiman.

3. Infrastruktur di Kabupaten Madiun
Infrastruktur di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun Memiliki poros
jalan Provinsi dan Nasional sehingga akan mempermudah mobilisasi
kendaraan serta sekarang di tunjang dengan adanya TOL Trans Jawa yang
mempunyai exit tol tepat di Kecamatan Madiun yang merupakan lokasi

kawasan industri.

E) Disposisi atau Sikap dari Para Pelaksana Implementasi Kebijakan
Publik
Disini sikap daripada para pelaksana implementasi kebijakan pada

dasarnya keberhasilan suatu implementasi kebijakan penataan permukiman
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kawasan industri di Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh dua institusi terkait
yaitu BAPPEDA dan DPUPR vyang terlibat langsung dalam proses
perumusan serta pelaksanaan. Dalam kasus ini kedua institusi sudah
melakukan tugas dan tupoksinya masing-masing, ini terlihat BAPPEDA
sebagai perumus dan perencanan program penataan permukiman kawasan
insdustri telah mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan kawasan setral
industri. Disusul dengan kebijakan penataan kawasan permukiman di daerah
tersebut.

Dari kebijakan tersebut di lanjutkanlah ke pada DPUPR sebagai
pelaksanaanya yang mempunyai kewenangan untuk mengelurkan IMB serta
memiliki denah Tata Ruang Wilayah yang mengacu pada Perda No 9 Tahun
2011. Sehingga pengeluaran ijin pembangunan industri dan pembangunan
permukiman harus sesui dengan ketentuan perda.

Terkait dengan implementasi kebijakan relokasi dan penataan
kawasan permukiman daerah kawasan industri di kawasan Dumpil,
Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, pelaksana kebijakan yang dalam hal
ini lebih menitik beratkan pada aparatur Badan perencanaan dan
Pembangunan Daerah dengan Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat kabupaten Madiun dinilai oleh sebagian masyarakat khususnya warga
masyarakat yang memiliki rumah di area kawasan industri Kabupaten masih
belum mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya khususnya para
aparatur dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

Madiun.
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Bapak Nur Salim selaku salah satu pengembang kawasan permukiman
di Kabupaten menuturkan bahwa meskipun kebijakan relokasi dan penataan
kawasan permukiman di kawsan daerah industri Kabupaten Madiun telah
dilaksanakan melalui dasar hukum yang jelas yakni melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, namun hingga kini masih saja
ada beberapa warga yang enggan dan tidak mau untuk menempati tempat
yang sudah disediakan oleh pemerintah Daerah,. Berikut ini merupakan hasil
wawancara peneliti dengan beliau

“Kan sudah jelas ya mas ini sudah ada Perda yang

dikeluarkan dan digunakan untuk mengatur bagaimana

pembangunan kawsan permukiman di kawasan industri,

warga diharapkan didak berada dikawasan tersebut serta

tidak lagi mendirikan bangunan permukiman didaerah

tersebut, pemerintah daerah harus lebih sering melakukan

sosialisasi dan musyawarah agar nantinya warga bersedia

pindah dari kawasn tersebut”. (Hasil Wawancara dengan

Bapak Nur Salim selaku Pengembang kawasan permukiman

dikabupaten Madiun, pada 14 Januari 2019 pukul 15.25 WIB)

Pendapat Bapak Nur Salim terkait dengan masih kurangnya sosialisasi
dan pengarahan kepada warga yang masih mendiami kawasan industri.
Sehingga masih banyak warga yang tidak peduli dengan peraturan daerah yang
ada dan memilih untuk tetap tinggal dilokasi tersebut. Berikut ini merupakan
hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Masih mas jumlahnya masih lumayan kavling-kavling
perumahan masih lumayan banyak yang belum ditempati,
kemungkinan warga masih banyak yang memilih untuk

menetap dikawasan industri tersebut”. (Hasil Wawancara
dengan Bapak Nur Salim selaku pengembang kawsan
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permukiman di Kabupaten Madiun, pada tanggal 12 Januari
2019 pukul 15.25 WIB)

Menanggapi pendapat Bapak Nur Salim Agung Waluyo terkait dengan
masih kurangnya sosialisasi serta pengarahan yang dilakukan oleh petugas
BAPPEDA Kabupaten Madiun maupun DPUPR yang masih belum mampu
meningkatkan kontrol dan pengarahan terhadap warga sehingga masih adanya
beberapa warga yang belum patuh terhadap kebijakan implementasi penataan
kawasan permukiman daerah daerah kawasan industri Kabupaten Madiun, Bapak
Ir Edy Bintandjo menjelaskan bahwa hingga sejauh ini baik dari pihak Badan
Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Madiun maupun dari Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat telah mendapatkan beberapa keluhan terkait
dengan masih adanya warga yang memiliki hunian didaerah kawsaan industri,
berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Berbicara soal kepatuhan, memang masih banyak hal yang harus

dibenahi khususnya kesadaran dari warga yang seharusnya patuh

pada perda yang telah dikeluarkan sehingga nantinya untuk

mengatur masyarakat nanti akan lebih mudah dan implementasi

kebijakan penataan kawasan permukiman dapat berjalan baik dan
lancer.. ” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ir Edy Bintandjo,MTP

Selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, pada
tanggal 12 Januari 2019 pukul 19.00WIB)

F) Struktur Birokrasi dalam Mendukung implementasi kebijakan
Struktur birokrasi atau badan institusi yang terlibat dalam implementasi
kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten
Madiun yang secara langsung adalah BAPPEDA dan DPUPR selaku

pelaksana. Selain kedua institusi tersebut, struktur birokrasi yang berperan
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dalam implementasi kebijakan adalah Bupati serta Sekertaris daerah tetapi
dalam praktek yang berkaitan dalam menjalankan perda implementasi
tersebut adalah BAPPEDA serta DPUPR serta diawasi oleh Sekertaris
Daerah selaku perancang dan pelaksana APBD Kabupaten Madiun, Struktur
organisasi ini juga merupakan Birokrasi yang menyelenggarakan dan
menangani pelaksanaan kegiatan pemerintah, dimana dalam hal ini
Implementasi Kebijakan Penataan permukiman daerah kawasan industri
dapat di digambarkan dalam bagan berikut
GAMBAR 1.5 STRUKTUR BIROKRASI IMPLEMENTASI

KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH INDUSTRI

BUPATI

4

BAPPEDA

DPUPR

Pengembang Perumahan

Warga terdampak
Kebijakan

Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Data Lapangan, 2019
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Melalui struktur birokrasi dan alur komando yang jelas tentu dapat
memperkecil timbulnya permasalahan yang muncul oleh karena pelaksanaan
kerjasama antara instansi yang terkait. Bapak Ir Edy Binatdjo, MTP selaku
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Madiun mengungkapkan bahwa masing-masing instansi khususnya yang
tergabung dalam mensosialisasikan serta melakukan pengarahan terhadap warga
semua instansi memiliki tugas dan tanggung jawab dan itu semua dilaksanakan
dengan baik yakni melalui koordinasi dan komunikasi yang kuat didalam
mendukung adanya kegiatan penataan kawasan permukiman daerah kawasan
industri di Kabupaten Madiun agar perda dapat terimplementasikan dengan baik,.
Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Beliau

“Tentu dalam menangani urusan penataan kawasan permukiman
bukan hal yang mudah untuk diatur sendiri oleh BAPPEDA.
Untuk itu perlu ada struktur dan alur yang jelas sehingga
memudahkan BAPPEDA Kabupaten Madiun bersama dengan
DPUPR serta pihak swasta dalam hal ini pengembang
perumahan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Edy Binatdjo,
MTP selaku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten
Madiun, pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 19.00)

Pendapat Bapaklr Edy Binatdjo, MTP selaku Kepala Badan Perencanaan
dan Pembangunan terkait dengan adanya struktur birokrasi maupun tugas dari
masing-masing dinas dalam mengimplementasikan kebijakan peattaan kaasan
permukiman di Kabupaten Madiun juga ditambahkan oleh Bapak Arnowo Wijaya
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Beliau

mengungkapkan bahwa Dinasnya juga akan berkoordinasi dengan pengembang

perumahan rakyat sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah dapat
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terimplementasikan dengan baik sesuai dengan isi perda no 9 Tahun 2011. Berikut

ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Masyarakat mungkin kurang paham masalah strktur birokrasi
cuman kalau saya sih mending penyampain informasi dan
relugasi lebih baik disampaikan kepada pihak pengembang
perumahan sehingga pembanggunan peermukiman yang baik
dan layak dapat dimulai dari pengebang terlebih dahulu”.
(Hasil Wawancara dengan Bapak Ir Arnowo Wijaya selaku
Kepala DPUPR Kabupaten Madiun, pada tanggal 18 Januari
2019 pukul 16.00 WIB)

Menanggapi pendapat Bapak Nur Salim selaku masyarakat Kabupaten
Madiun yang mengungkapkan bahwa kurang efektifnya struktur birokrasi yang
terlihat dari masih minimnya kontrol yang dilakukan baik oleh BAPPEDA
maupun dari pihak DPUPR Kabupaten Madiun, Bapak Arnowo Mijaya selaku
Kepala DPUPR Kabupaten Madiun juga memberikan tanggapan bahwa struktur
birokrasi yang dibentuk didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi dan
penataan kawasan permukiman daerah kawasan industri di Kabupaten Madiun
hingga sejauh ini telah tersusun dengan baik dimana masing-masing instansi
memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda didalam mendukung
terlaksananya kebijakan penataan permukiman. Berikut ini merupakan hasil
wawancara peneliti dengan beliau

”Kalau menurut saya sih struktur yang ada sudah sangat
sesuai dengan SOP karena memang masing-masing satuan
kerja sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing termasuk juga dengan pihak swasta selaku
pengembang kawasan permukiman, dimana apa yang kita
kerjakan tentunya harus berdasarkan apa yang
diamanatkan didalam peraturan daerah ”.( Hasil
Wawancara dengan Hasil wawancara pada tanggal 23

Januari 2019 dengan Bapak Arnowo wijaya selaku Kepala
DPUPR Kabupaten Madiun)
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Berdasarkan hasil wawancara serta temuan peneliti dilapangan terkait
dengan struktur birokrasi yang dibentuk dalam mengimplementasikan kebijakan
relokasi dan penataan kawasan permukiman daerah industri kabupaten Madiun
masih belum berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari masih adanya para
warga yang masih menetap dikawasan zona industri Dumpil, Kecamatan Sawahan
Kurang maksimalnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan baik oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah maupun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat kabupaten Madiun membuat aktivitas pabrik sedikit terganggu
karena pihak pabrik sedikit was-was apabila masyarakat disekitar kawasan

industri tercemar limbah pabrik.

B. PEMBAHASAN

1. Implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029

Terkait Kebijakan Kawasan Pemukiman Daerah Industri

A) Dasar hukum kebijakan penataan kawasan permukiman
Dasar hukum implementasi penataan kawasan perrmukiman
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 huruf i dalam pasal 37 pada
perda No 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Madiun.
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Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut
Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan
atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas,
tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.
Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi
bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli
diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang
terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan

kegiatan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah
mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang
didukung oleh ekowisata untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk
mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud
sebelumnya ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah

Kabupaten Madiun. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, meliputi

kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah;

kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah; dan
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kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang sebagaimana dimaksud
diatas, meliputi kebijakan dan strategi kawasan lindung dan kebijakan dan
strategi kawasan budidaya. Kebijakan dan strategi kawasan lindung
sebagaimana, meliputi kebijakan dan strategi kawasan hutan lindung,
kebijakan dan strategi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya, kebijakan dan strategi kawasan perlindungan
setempat, kebijakan dan strategi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan
cagar budaya, kebijakan dan strategi kawasan rawan bencana alam dan

kebijakan dan strategi kawasan lindung geologi.

Kebijakan dan strategi kawasan budidaya tersebut diatas, meliputi
kebijakan dan strategi kawasan peruntukan hutan produksi, kebijakan dan
strategi kawasan hutan rakyat, kebijakan dan strategi kawasan peruntukan
pertanian, kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perkebunan, kebijakan
dan strategi kawasan peruntukan perikanan, kebijakan dan strategi kawasan
peruntukan pertambangan, kebijakan dan strategi kawasan peruntukan
industry, kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pariwisata, kebijakan
dan strategi kawasan peruntukan permukiman dan kebijakan dan strategi
kawasan peruntukan lainnya. Strategi pembagungan kawasan peruntukan
permukiman yaitu pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman,

dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan, meliputi :

Mengendalikan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan terutama

di area konservasi/lindung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
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oleh penulis kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun,
diketahui bahwa dalam kegiatan pembangunan kawasan permukiman,
seseorang/pengembang haruslah mendapatkan izin/persetujuan secara tertulis
dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun terlebih
dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengecekan dan
pengawasan terkait pemanfaatan lahan terutama di area konservasi/lindung,
dengan tujuan agar peruntukan lahan di perdesaan dapat sesuai dengan
pemanfaatan lahan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang Kabupaten
Madiun Tahun 2009-2029. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Madiun terus melakukan pengawasan melalui tidak diberikannya
izin pembangunan permukiman apabila lahan yang dipergunakan untuk
pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana

mestinya.

Mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter
fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan. Berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Madiun diketahui bahwa selain tidak boleh menggunakan lahan diluar
peruntukannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seseorang khususnya
pengembang yang sudah marak melakukan pembangunan di daerah
perdesaan Kabupaten Madiun haruslah menyesuaikan bangunan permukiman
yang mereka bangun dengan keadaan karakter fisik, sosial-budaya dan
ekonomi masyarakat perdesaan. Hal ini dimaksudkan untuk tidak

menciptakan suatu kesenjangan di masyarakat perdesaan itu sendiri, sebagai
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contoh adalah pembangunan perumahan di perdesaan Kabupaten Madiun
tidak diperbolehkan untuk membangun rumah dengan pembatas yang tinggi.
Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Madiun tidak menginginkan
adanya perubahan terhadap budaya guyub rukun dan gotong royong yang
nantinya akan dibatasi dengan pembngunan tersebut. Oleh sebab itu,
masyarakat ataupun pengembang yang mengajukan izin pendirian
permukiman/bangunan di Kabupaten Madiun haruslah menyerahkan juga

desain dari permukiman/bangunan yang akan mereka bangun tersebut.

Meningkatkan kualitas permukiman di Kabupaten Madiun khususnya
di kawasan perkotaan. Berbeda dengan kawasan perdesaan yang sangat
dijaga karena sangat erat dengan kawasan konservasi dank arena budaya
masyarakat yang masih sangat kental, berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun kawasan
perkotaan diinginkan dan diorientasikan untuk berkembang sehingga
haruslah dilakukan pembangunan permukiman yang sesuai dengan standar
kelayakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun.
Pembangunan permukiman yang layak tersebut dimaksudkan untuk
memancing mintat dari investor maupun dari masyarakat sendiri sebagai
Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan produktif untuk menetap dan
mengembangkan usaha di daerah perkotaan di Kabupaten Madiun. Dengan
demikian, diharapkan dapat terus meningkatkan tingkat ekonomi Kabupaten
Madiun. Selain itu, penyediaan permukiman yang layak juga dipergunakan

untuk sarana tumbuh kembang yang baik khususnya bagi anak sebagai
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contoh adalah tempat tinggal yang bersih akan menghindarkan mereka dari
penyakit yang akan menghambat tumbuh kembang dari anak tersebut.
Mengembangkan perumahan terjangkau di Kabupaten Madiun
khususnya di kawasan perkotaan. Berkaitan dengan point sebelumnya,
Pemerintah Kabupaten Madiun menggalakkan pembangunan permukiman
yang layak dengan harga terjangkau di kawasan perkotaan Kabupaten
Madiun. Hal ini dimaksudkan guna menarik minat Sumber Daya Manusia
yang berkualitas dan produktif namun masih belum memiliki uang untuk
membeli permukiman layak dengan harga yang tinggi dikarenakan baru
memulai usahanya. Oleh sebab itu, permukiman layak dengan harga
terjangkau ini dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan

tersebut.

Menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan
perkotaan di Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan oleh penulis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Madiun pemenuhan ketentuan ini dilakukan dengan menyediakan sarana dan
prasarana penunjang baik di permukiman di perkotaan maupun di perdesaan.
Sarana dan prasarana tersebut antara lain fasilitas umum seperti tempat
peribadatan, pom bensin, sarana pendidikan, sarana transportasi, maupun
sarana kesehatan. Untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Madiun sedang
menggalakkan pembangunan fasilitas umum berupa sarana pendidikan di

kawasan perdesaan untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia di
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Kaupaten Madiun yang berkualitas dan sarana kesehatan untuk menunjang

tumbuh kembang masyarakat perdesaan khususnya anak-anak.

Mengembangkan kasiba/lisiba mandiri. Berdasarkan hasil wawancara
penulis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun
pengembangan kasiba/lisiba mandiri ini difungsikan untuk mempersiapkan
pembangunan berskala besar yang akan dilakukan dengan perlahan guna
meratakan pembangunan permukiman agar tidak terfokus di satu titik tertentu

saja di Kabupaten Madiun.

Meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) serta penyediaan
sarana dan prasarana dasar bagi rumah sederhana sehat. Berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Madiun menyatakan bahwa penyediaan hunian serta sarana dan prasarana ini
dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dibidang pembangunan dengan
pengembang swasta, hal ini dimaksudkan untuk menunjang jumlah rumah
layakhuni yang sederhana namun memenuhi standarisasi kesehatan yang
dimaksudkan guna menunjang kebutuhan dan tumbuh kembang masyarakat
Kabupaten Madiun khususnya yang berusia produktif ataupun dibawah usia
produktif.

Mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna
bidang perumahan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun pemenuhan point ini tidak
terlepas dari pemenuhan point sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Pengembangan dan penerapan inovasi teknologi tepat guna bidang

141



perumahan ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan hunian yang sederhana
namun sehat. Sehingga masyarakat dari kalangan menengah dan menengah
kebawahpun dapat mendapatkan hunian yang sesuai dengan standarisasi
kesehatan dengan harga yang murah dan relatif terjangkau untuk mereka.
Meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan dan
perdesaan serta implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan
pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara di Kabupaten Madiun.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun dapat diketahui bahwa Pemerintah
Kabupaten madiun melalui Badan Pembangunan Kabupaten Madiun
berusaha meningkatkan koordinasi dengan pengembang perumahan dari
sektor swasta untuk menggalakkan pembangunan di lokasi yang telah
direncanakan sebagai kawasan perumahan sebelumnya, untuk meningkatkan
pelayanan perumahan baik di perkotaan maupun perdesaan guna
menciptakan rasa nyaman dan percaya dari masyarakat Kabupaten Madiun.
Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Madiun dapat
dialokasikan di tempat-tempat yang direncanakan sebagai kawasan
perumahan/permukiman penduduk dan diarahkan untuk menempati wilayah
tersebut dari wilayah lain yang diperuntukkan untuk kepentingan yang lain
pula misalnya industri. Hal ini dipergunakan untuk mengatur tata letak
wilayah Kabupaten Madiun guna meningkatkan potensi yang ada serta dapat

mengatur penyebaran penduduk melalui permukiman di Kabupaten Madiun.

142



Meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun, point ini berkaitan dengan point
sebelumnya yaitu guna meningkatkan pelayanan perumahan di perkotaan dan
perdesaan di era yang sangat modern ini diperlukan adanya teknologi yang
mendukung. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Madiun berusaha
meningkatkan implementasi teknologi dan industry perumahan di Kabupaten
Madiun guna menunjang perningkatan pelayanan perumahan dalam point

sebelumnya.

Meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan,
dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara di Kabupaten Madiun.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun, selain bangunan pribadi di Kabupaten
Madiun juga terdapat bangunan-bangunan milik pemerintah. Dalam
pembangunan dan pengelolaan bangunan milik pemerintah ini juga harus
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dibangun pada tempat yang
telah direncanakan sebelumnya untuk keperluan ini. Meningkatkan kualitas
perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di
daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan perbatasan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun, ketentuan ini dimaksudkan untuk
mengontrol pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dikawasan perkotaan.

Dengan dibangunnya kawasan permukiman dan sarana prasarana yang
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berkualitas diharapkan agar masyarakat perdesaan, agropolitan dan kawasan
perbatasan tidak berbondong-bondong untuk pergi ke daerah perkotaan hanya
untuk mencari fasilitas yang layak saja, namun juga dapat memperolehnya
didaerah asalnya sehingga mengurangi niat mereka untuk pergi ke perkotaan.
Selain untuk mengontrol kepadatan penduduk di perkotaan, hal ini
dimaksudkan agar masyarakat tersebut dapat tinggal di kampung halamnnya
masing-masing dan tumbuh berkembang dengan memanfaatkan bahan-bahan
produktif yang dapat diusahakan di wilayah tersebut, sehingga potensi
wilayah dapat dioptimalkan dengan baik guna meningkatkan tingkat

perekonomian di kawasan perdesaan, agropolitan, dan perbatasan.

B) Aktor Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Penataan

Kawasan Permukiman

Meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan
perumahan agar tercipta pasar primer yang sehat. Berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Madiun ketentuan ini dimaksudkan untuk menggalakkan pengembang swasta
dari masyarakat khususnya Kabupaten Madiun agar pembangunan
perumahan di Kabupaten Madiun tidak dikuasai oleh beberapa pengembang
saja. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktek markup harga yang
terlalu tinggi dari harga pasaran yang wajar karena adanya anggapan bahwa
pengembang tidak memiliki pesaing dan mengambil kesempatan dari itu

untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan markup harga.
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Mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang ditunjang dengan
peningkatan penyediaan tanah untuk peningkatan pengembangan kawasan
permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan rencana tata
ruang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun ketentuan tersebut dilaksanakan dengan
menyediakan tanah kosong di Kabupaten Madiun dan berkoordinasi dengan
pengembang untuk membangun perumahan dengan skala besar di Kabupaten
Madiun baik di perdesaan maupun di perkotaan sesuai dengan rencana tata
ruang Kabupaten Madiun sehingga pembangunan perumahan akan sesuai
dengan yang direncanakan dalam rencana tata ruang Kabupaten Madiun.
Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu
pada keswadayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun selain bekerjasama
dengan pengembang Pemerintah Kabupaten Madiun juga menggalakkan
pembangunan secara mandiri oleh masyarakat untuk hunian pribadi mereka
sehingga pembangunan dilaksanakan secara individual dan tidak
menggunakan pengembang perumahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pembangunan individual tersebut agar sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah Kabupaten Madiun dan meningkatkn hunian layak bagi
masyarakat. Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana
dasar lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan
kawasan perbatasan, serta penurunan luasan kawasan kumuh. Berdasarkan

hasil wawancara penulis dengan Badan Perencanaan Pembangunan
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Kabupaten Madiun peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, selain untuk menarik minat investor dan sumber daya manusia
(SDM) juga dipergunakan untuk mengurangi wilayah kumuh di Kabupaten
Madiun. Hal tersbeut dilakukan agar pembangunan dapat berjalan dengan
lebih baik dan tertata dengan baik. Selain itu pengurangan wilayah kumuh
juga berperan menanggulangi banjir maupun penyakit yang beresiko terhadap
kesehatan masyarakat Kabupaten Madiun. Tidak hanya itu, pengurangan
wilayah kumuh juga akan menigkatkan estetika dan keindahan Kabupaten

Madiun.

Strategi untuk penataan dan penyebaran penduduk secara lebih
seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
meliputi menata adminitrasi kependudukan, memeratakan pembangunan
ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Madiun, dan membuka kawasan
industri terpadu, pembangunan pusat perdagangan dan jasa di pusat dan sub
pusat kegiatan (Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan),
pembangunan kawasan agro, pengembangan kawasan utama komoditi atau
sentra produksi sehingga dapat menampung tenaga kerja yang ada di

Kabupaten Madiun.

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud diatas,
yaitupengembangan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah
lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun, dimungkinkan untuk

membuat permukiman disekitar kawasan industri yang disebut sebagai
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permukiman kawasan khusus. Permukiman kawasan khusus meliputi tempat
peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai
akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan
industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan
kesesuaian dengan rencana tata ruang. Hal tersebut dikarenakan peruntukan
industri yang dimaksud disini adalah industri yang berbasis agro dan ramah
lingkungan, sehingga tidak mencemari udara dan lingkungan. Keadaan inilah
yang membuat kawasan industri ini dinyatakan memenuhi kelayakan sebagai
kawasan permukiman, yang bersih dan sesuai dengan standar kenyamanan
permukiman layak huni. Selain itu, peruntukan permukiman ini diutamakan
untuk pekerja industri yang ingin mencari tempat tinggal tidak jauh dari
tempat kerjanya sehingga dapat menghemat waktu dan biaya serta dapat

menjalankan pekerjaannya dengan baik dan optimal.

Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum
diperbolehkan berkembang di sekitar kawasan industri dengan persyaratan
tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Persyaratan untuk
kegiatan permukiman antara lain adalah memiliki izin untuk mendirikan
perumahan, kawasan industri yang dimksud adalah kawasan industri berbasis
agro dan ramah lingkungan, permukiman yang dimaksud adalah permukiman
khusus, dan permukiman yang dikembangkan adalah permukiman,
perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memuhi kebutuhan para

pekerja dan dibatasi pengembangannya.
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, implemetasi
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029 terkait kebijakan kawasan
pemukiman daerah industri dilakukan dengan menyediakan kawasan
permukiman khusus yang layak huni disekitar kawasan industri berbasis agro
yang ramah lingkungan, sehingga permukiman tersebut tidak mengganggu
kesehatan dan tumbuh kembang masyarakat yang tinggal didalamnya.
Permukiman tersebut juga harus memenuhi izin mendirikan permukiman
sebagaimana permukiman pada umunya, namun permukiman tersebut hanya
diutamakan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja industri dan dibatasi
pengembangnya. Hal ini dimaksudkan untuk tetap dapat memanfaatkan lahan
industri sebagaimana mestinya, dan guna melakukan pemerataan persebaran

penduduk di Kabupaten Malang dengan pembangunan permukiman.

C) Sumber daya pendukung dalam implementasi kebijakan penataan kawasan

pemukiman

Kebijakan pengembangan kawasan industri oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Madiun dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan pada tanggal 8 Nopember
2004 dan ditempatkan dalam lembaran daerah Lembaran Daerah Kabupaten
Madiun Tahun 2004 Nomor 19 seri E. Sesuai dengan Pasal 75 Bab XIV
disebutkan bahwa penempatan Perda No. 9 Tahun 2011 itu dalam lembaran

daerah ditujukan agar setiap orang dapat mengetahuinya. Sebelum Perda
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tersebut disebarluaskan kepada masyarakat, perlu ada tindak lanjut Perda
dalam bentuk ketentuan yang mengatur dan petunjuk pelaksanaan yang
memberikan penjelasan rinci Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
yang akan diimplementasikan. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan yang
jelas dan terperinci akan memudahkan pelaksana di lapangan untuk
menterjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Jadi
tindaklanjut setelah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disusun,
maka Bupati dengan kewenangan yang dimilikinya menyusun petunjuk
pelaksana (juklak) menterjemahkan substansi Perda dalam bentuk keputusan
dan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi pejabat
dibawahnya yaitu para Kepala Dinas atau jabatan setingkatnya. Bagi para
Kepala Dinas yang instansinya terkait dengan implementasi kebijakan
kawasan industri yaitu Kepala Dinas atau setara dengan jabatan tersebut di
Madiun seperti bidang industri, pertanahan, lingkungan hidup, tenaga kerja,
harus dapat memahami isi kebijakan dan langkah-langkah program Kkerja
yang akan disusun kedalam Rencana Kerja Tahunan. Untuk melihat proses

komunikasi antara kebijakan pembangunan industri dengan instansi terkait.

Suatu kebijakan akan dapat dipahami secara utuh apabila isi kebijakan
tersebut jelas dan mudah dimengerti. Kejelasan substansi kebijakan sangat
membantu pemahaman bagi pelaksana sehingga mengurangkan multi tafsir
dan kebingungan dalam mengimplementasikannya. Selain itu apabila
petunjuk pelaksana tidak jelas maka pimpinan instansi dapat saja

menterjemahkan kebijakan tersebut yang mungkin berbeda dengan
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pengertian yang sebenarnya. Apabila semua pimpinan instansi telah
memahami substansi kebijakan dan mengerti tujuan yang hendak dicapai,
langkah berikutnya adalah menyusun program kerja dan memberikan
pandangan yang lebih luas terhadap pengertian dan pemahaman sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi instansinya. Misalnya bagi pimpinan instansi
Dinas yang mengurus perindustrian, akan menterjemahkan kebijakan
pengembangan kawasan industri yang mempermudah urusan bagi investor
untuk membangun kawasan industri dan setiap pembangunan industri
diarahkan masuk dalam kawasan industri. Begitu pula bagi instansi yang
mengurus lingkungan hidup akan ketat mengendalikan dan mengawasi
dampak lingkungan akibat pembangunan industri.Koordinasi antar instansi
terkait sangat penting dalam pengembangan kawasan industri. Hal pokok
terlaksananya kordinasi yang baik adalah terjalinnya komunikasi yang lancar
antar instansi dan ini sangat ditentukan oleh pengertian yang luas dan
mendalam bagi masingmasing pimpinan instansi dalam memahami kebijakan

yang akan diimplementasikan.

Suatu Peraturan Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya Peraturan
Daerah tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Untuk
menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat dapat dilakukan melalui
kegiatan sosialisasi dan pemberitahuan melalui berbagai media massa baik
cetak maupun elektronik, seperti siaran televisi, siaran radio, pemuatan
dikoran, majalah, dan berbagai media kegiatan seni budaya. Sosialisasi

kebijakan merupakan kegiatan yang disusun oleh  Dinas Penerangan,
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Pariwisata dan Kebudayaan. Kegiatan sosialisasi ditujukan kepada kelompok
masyarakat yang berkepentingan dari berbagai kalangan seperti pengusaha,
industriawan, organisasi profesi. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah
semakin banyak masyarakat mengetahui dan memahami isi dan tujuan
adanya kebijakan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga
kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada prinsipnya
Rencana Tata Ruang Wilayah disusun oleh pemerintah daerah yang disahkan
olen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Madiun ditujukan untuk masyarakat
Madiun. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah
mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat sehingga Peraturan
Daerah tersebut dapat dilaksanakan dan dievaluasi sesuai dengan

perkembangan keadaan.

Kegiatan sosialisasi sangat ditentukan keberhasilannya oleh tiga hal
pokok yaitu ketersediaan dana dan sumber daya manusia serta program kerja.
Dana sosialisasi disediakan melalui anggaran pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang untuk berbagai bentuk kegiatan sosialisasi. Sumber
daya manusia yang menjadi tulang punggung kegiatan sosialisasi terdiri dari
pejabat struktural dan fungsional yang menjadi nara sumber dan pelaksana
kegiatan. Program Kkerja yang disusun sebagai bahan sosialisasi disusun
sesuai dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Bahan materi yang
disampaikan harus sesuai dengan substansi kebijakan dan daya serap peserta

atau sasaran target yang diharapkan.
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Proses komunikasi menterjemahkan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun
2011 salah satu hal yang sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan
pemerintah daerah Kabupaten Madiun dalam mengembangkan Kawasan
Industri. Penyampaian informasi yang jelas akan memberikan pemahaman
yang luas bagi masyarakat sehingga akan menumbuhkan kasadaran dalam
menggunakan hak dan kewajibannya terhadap rencana tata ruang wilayah di

Kabupaten Madiun

Ada beberapa hambatan dalam mentransmisikan implementasi
kebijakan pengembangan kawasan industri. Pertama, Pertentangan pendapat
antara Bupati sebagai sebagai pejabat publik yang dipengaruhi oleh
pandangan politik partai dan para pejabat dan staf instansi sebagai birokrat
karier yang menjalankan administrasi negara. Antara kepentingan politik dan
aturan biokrasi selalu bertentangan dalam mengimplementasikan suatu
kebijakan. Kebijakan yang mendasarkan pada kepentingan politik selalu
dinamis dan subjektif terhadap program.Hal tersebut didorong oleh tujuan
strategis politik yang hendak dicapai selama berkuasa dan memanfaatkan
kesempatan untuk membangun citra. Lain halnya dengan pandangan birokrat

yang ketat dengan peraturan dan ketentuan serta prosedur birokrasi.

Kedua, Perencana, penyusun, dan pelaksana, serta pengawasan
kebijakan pengembangan kawasan industri adalah para birokrasi yang
bekerja sangat birokratis. Birokrasi mempunyai struktur hirarkies dalam
rentang organisasi berlapis, sehingga setiap informasi yang disampaikan

menjadi kurang efektif dan rentan terjadi distorsi substansi kebijakan. Ketiga,
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sikap para pimpinan instansi terkait sebagai pelaksana lapangan yang
mengabaikan apa yang sudah jelas tercantum dalam isi Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun dan ketidakmauan
para pelaksana untuk mengetahui isi kebijakan tentang pengembangan
kawasan industri dan tujuan yang diharapkan atas kebijakan tersebut. Sikap
acuh terhadap pelaksanaan kebijakan mengakibatkan program kegiatan
instansi tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan pengembangan

kawasan industri.

Pengaruh kedua untuk mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan pengembangan kawasan industri adalah tersedianya sumber daya
yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya yang
penting adalah staf yang memadai serta keahlian dalam melaksanakan tugas,
adanya informasi yang jelas, kewenangan sesuai dengan tanggungjawabnya
dalam menjalankan tugas dan fasilitas/sarana kerja yang memadai. Kesemua
unsur tersebut adalah sebagai sumber daya yang sangat mendukung
kelancaran implementasi suatu kebijakan atau apabila sumber daya tersebut
tidak memadai akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Suatu
kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila didukung oleh
instansi yang mempunyai staf berkualitas dengan sistem informasi yang
efektif, kewenangan yang jelas, dan tersedianya sarana fasilitas kerja yang

memadai.

Kemampuan para staf mengelola administrasi negara yang

melaksanakan dan menerjemahkan kebijakan pengembangan kawasan
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industri sangat menentukan dalam memberikan pelayanan publik kepada
dunia usaha dan masyarakat. Keberadaan staf sangat tergantung dari
bagaimana seleksi penerimaan pegawai dan pendidikan kedinasan yang
dilakukan sehingga terwujud kualifikasi kemampuan pegawai yang andal
dan terampil. Seleksi penerimaan harus mengutamakan standar kualitas
sesuai dengan kreteria yang dibutuhkan. Penerimaan pegawai Yyang
mengabaikan kualitas calon pegawai akan menimbulkan masalah dikemudian

hari terhadap kinerja instansi.

Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh birokrasi pemerintah
daerah adalah terbatas atau sedikitnya pejabat yang mempunyai kompetensi
sesuai bidang tugasnya berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja bahkan
banyak jabatan profesinya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Apalagi dengan berlakunya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan
bagi pejabat pemerintah daerah untuk menetapkan promosi dan mutasi
pegawai sesuai dengan kepentingannya bukan berdasarkan kecakapan atau
keterampilannya. Untuk membentuk pejabat atau staf yang terampil dan ahli
diperlukan  kreteria  pendidikan dan pendidikan pelatihan yang

berkesinambungan serta adanya informasi yang jelas mengenai kebijakan.

Informasi tentang konsep pengembangan kawasan industri dan hasil
atau sasaran yang hendak dicapai sangat penting dipahami oleh pejabat dan
staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar untuk mengetahui
bagaimana melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Hal lain yang perlu

diinformasikan adalah ketaatan dan kepatuhan semua pejabat dan staf dari
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D)

dari instansi terkait lainnya sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga dapat
diketahui permasalahan dan hambatan yang terjadi serta konsekuen hukum
apabila terjadi penyimpangan. Unsur lain yang sangat penting sebagai
sumber daya yang menunjang keberhasilan kebijakan pengembangan
kawasan industri adalah sarana dan fasilitas kerja yang memadai untuk
kelancaran pejabat dan staf Dinas perindustrian dalam melaksanakan tugas.
Termasuk Sarana dan fasilitas kerja adalah gedung atau ruangan kerja yang
nyaman dan tenang, peralatan kerja seperti komputer, sarana komunikasi
yaitu internet, pesawat telepon, mesin faksimil dan lain sebagainya. Sudah
menjadi  keharusan dewasa ini bahwa penggunaan internet bagi
penyebarluasan informasi sangat penting dan efektif bagi Dinas
Perindustrian,  Perdagangan, dan pasar melaksanakan kebijakan
pengembangan kawasan industri. Sarana lain yang termasuk penting adalah
alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor bagi operasional untuk
pejabat dan staf. = Pemanfaatan sumberdaya yang maksimal sangat
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten kota madiun dalam kawasan permukiman.
Disposisi atau sikap dari para pelaksana implementasi kebijakan yang
telah ditetapkan.

Pemahaman dan pengertian yang mendalam bagi pejabat dan staf
sangat menentukan bagi dukungan terhadap kebijakan pengembangan
kawasan industri. Dukungan ini dibutuhkan sebagaimana yang diinginkan

oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menetapkan
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Peraturan Daerah tersebut. Apabila para pejabat dan staf Dinas telah
mendukung kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka implementasi
kebijakan yang dilaksanakan cenderung sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Demikian pula apabila pejabat dan staf Dinas Perindustrian tidak
mendukung kebijakan tersebut, maka akan terjadi inteprestasi yang bebas
dan cenderung apatis sehingga kebijakan tersebut dilaksanakan tidak sepenuh
hati.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana baik pejabat
maupun staf Dinas Perindustrian akan efektif apabila cara berpikir, sikap atau
perspektif sama dengan Bupati dan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten sebagai yang menetapkan kebijakan. Kesamaan
pandangan dan sikap tersebut sangat diperlukan dalam bagi keberhasilan
usaha untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan industri. Kesamaan
sikap ini juga harus ditunjukkan oleh instansi terkait lainnya seperti pejabat
dan staf dinas lingkungan hidup, Pertambangan, dan Energi, Dinas
Penerangan, Pariwisata dan Budaya.

Kecenderungan yang tidak searah antar instansi akan membebaskan
masingmasing instansi terutama pejabat dan staf pelaksana dilapangan akan
mengartikan (inteprestasi) kebijakan secara bebas dan masing-masing berfikir
dan bertindak tanpa ada koordinasi. Akibat penyimpangan kecenderungan
tersebut dapat mengakibatkan tujuan yang diharapkan dari usaha

pengembangan kawasan industri menjadi tak bermanfaat padahal
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penyusunan kebijakan telah mengeluarkan biaya besar dan penggunaan
sumber daya yang sia-sia.

Kecenderungan (dispositions) pemahaman dan sikap pejabat dan staf
pelaksana Dinas Perindustrian sangat menentukan bagi keberhasilan
kebijakan mengembangkan kawasan industri. Hal ini disebabkan bahwa
Dinas adalah instansi yang yang berwenang dan terkait langsung dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut.

Orientasi kerja pejabat dan staf pelaksana kepada pelayanan publik
yang efesien dan efektif akan menimbulkan dampak positif bagi dunia usaha
dan masyarakat. Pola demikian akan menjadikan birokrasi sebagai pelayan
bukan minta dilayani. Dunia Usaha akan mudah mendapatkan informasi
mengenai berbagai aspek membangun dan mengembangkan usaha dalam
bidang pengelolaan kawasan industri. Masyarakat juga akan mudah
mendapatkan informasi dan perlindungan dari pemerintah daerah atas
beroperasinya berbagai industri dilingkungannya. Sebaliknya apabila pejabat
dan staf pelaksana Dinas Perindustrian mengutamakan birokrasi yang kaku
dan terlalu kuat pada ketentuan prosedur akan menimbulkan kesulitan dalam
proses pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat. Kondisi demikian
diperparah apabila dalam memberikan pelayanan, didasarkan pada kolusi dan
korupsi yang hanya menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh
pengusaha dan menimbulkan beban biaya (high cost economy). Sikap
mempersulit urusan kedinasan telah menjadi masalah bagi pemerintah daerah

dan banyak menghambat rencana dan program Kkerja yang dampaknya
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E)

membebankan masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparat kantor

Dinas Perindustrian.

Struktur birokrasi (penyesuian prosedur kerja dan koordinasi) dalam

mendukung implementasi kebijakan

Struktur birokrasi adalah badan (institusi) yang melaksanakan
kebijakan sehingga bentuk organisasinya sangat menetukan efektifitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Birokrasi mempunyai peran penting
dalam menjalankan administrasi negara yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bintoro Tjokroamidjoyo
(1988) bahwa birokrasi adalah tipe organisasi pemerintahan modern untuk
melaksanakan berbagai tugas spesialis yang dilaksanakan dalam sistem
administrasi negara. Untuk menentukan tipe organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan dan bidang tugas yang direncanakan, maka struktur birokrasi
membentuk pejabat dan staf yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

harus dijalankan.

Kebijakan pengembangan kawasan industri pada dasarnya
dilaksanakan oleh dua institusi yang terkait langsung mengimplementasikan
Peraturan Daerah Institusi yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda Kabupaten Kota Madiun menyelenggarakan manajemen
pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan penilaian pelaksanaannya

serta tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
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pemerintah daerah. Tugas pokok demikian menjadikan Bapeda sebagai
lembaga yang sangat strategis bagi perencanaan semua program kegiatan
berbagai kebijakan termasuk usaha pengembangan kawasan industri.
Program kegiatan bappeda yang terkait langsung dengan kebijakan

pengembangan kawasan industri adalah:

1. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah.

2. Penyusunan Rencana Kerja, memonitoring dan mengevaluasinya

3. Penyusunan prioritas anggaran

4. Inventarisasi pemanfaatan lahan zona industri dan kawasan Industri

Keberadaan Bappeda sebagai unsur pelaksanan pemerintah daerah di
bidang perencanaan dituangkan dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor 27
Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bappeda Kabupaten Madiun berfungsi sebagai penyusun pola dasar
pembangunan daerah, penyusun pola umum pembangunan daerah jangka
panjang, dan program-program tahunan, Penyusun rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun bersama instansi
terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Susunan struktur Organisasi

Bappeda terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Kepala Bagian tata Usaha dan Stafnya

3. Kepala Bidang Sosial Ekonomi
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4. Kepala Bidang Prasaran dan Tata Ruang
5. Kepala Bidang Monitoring Evaluasi, dan Pembiayaan

6. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur birokrasi tersebut menempatkan
setiap bagian atau bidang saling mendukung dalam melaksanakan dan
mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan industri sesuai

dengan lingkup kewenangan masingmasing unit kerja.

Struktur birokrasi Dinas merupakan susunan organisasi tata kerja
yang membawa tanggungjawab mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan. Bentuk organisasi tersebut diitata untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan sebagai
instansi yang memberikan pelayanan publik dalam menjalankan kebijakan
pengembangan kawasan industri. Untuk menjalankan kewenangan
Pemerintah daerah dalam Bidang Industri telah disusun organisasi dan tata
kerja. Susunan Organisasi Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Pasar

adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawabhi:
a. Sub bagian Umum, Program dan Laporan
b. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian

3. Bidang Perindustrian Besar dan Menengah, membawabhi:
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a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

b. Seksi Industri Logam, Elektronika dan Aneka (limea)

4. Bidang Industri Kecil, membawabhi:

a. Seksi Bina Sarana dan Produksi

b. Seksi Bina Usaha dan Desain

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi:

a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

b. Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perusahaan, Pegadaian dan

Penyaluran

6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi:

a. Seksi Ekspor dan Impor

b. Seksi Promosi dan Kerjasama

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

a. UPTD Pasar

b. UPTD Penanaman Modal

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat KORPRI Susunan
organisasi tersebut disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan tujuan serta

sasaran kedudukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar sebagai
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lembaga teknis yang membantu Bupati dalam menjalankan kewenangannya

membangun sektor industri

A. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan
Kawasan Permukiman Daerah Kawasan Industri Di Kabupaten Madiun
1. Faktor Pendukung
Faktor pendukung dari implementasi kebijakan kawasan permukiman
daerah kawasan industri di Kabupaten Madiun luasnya wilayah Kabupaten
Madiun sehingga dapat dimaksimalkan pengelolaanya sesuai dengan
perumtukanya, mulai berkembangnya industri di Kabupaten Madiun
sehingga mendorong para investor lain untuk mulai berinvestasi di
Kabupaten Madiun, ketersedianya lahan yang diperuntukan untuk
pembangunan kawasan permukiman sehingga para pengembang lebih mudah
melakukan pembangunan kawasan permukiman
2. Faktor Penghambat
Hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029 terkait Kebijakan Kawasan
Pemukiman Daerah Industri di Kabupaten Madiun adalah kurangnya
patisipasi masyarakat Kabupaten Madiun dalam melakukan pembangunan
rumah hunian secara pribadi. Kurangnya partisipasi tersebut dapat dibuktikan
dengan banyaknya permukiman/hunian liar yang berada di kawasan yang
tidak diperuntukkan untuk kawasan permukiman maupun kawasan khusus

permukiman yang dipergunakan untuk pegawai industri.
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Hunian liar tersebut terdapat dikawasan industri maupun di kawasan
lain yang bukan kawasan industri namun tidak diperuntukkan untuk kawasan
permukiman. Permukiman tersebut juga tidak jarang dibangun dikawasan
kumuh yang tidak layak diperuntukkan untuk rumah hunian. Hal tersebut
mengakibatkan tidak hanya mengkibatkan penyebaran permukiman yang
tidak merata tapi juga menurunnya kualitas permukiman di Kabupaten
Madiun baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan karena permukiman
dikawasan kumuh secara jelas tidak memenuhi kriteria permukiman yang
layak. Ditambah lagi permukiman dikawasan kumuh juga akan meningkatkan
potensi terkena penyakit yang mengakibatkan angka kesehatan mengalami

penurunan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat hambatan yang berasal dari
pengembang perumahan dalam menyediakan permukiman di kawasan
perdesaan. Hambatan tersebut dilakukan dalam bentuk tidak dipenuhinya
Syarat pengajuan izin pembangunan permukiman di perdesaan yaitu gambar
permukiman yang akan dibangun. Sehingga Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun tidak dapat melakukan penilaian terhadap
permukiman yang akan dibangun oleh pengembang. Oleh sebab itu seringkali
terjadi pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan yaitu karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat
perdesaan, sebagai contoh adalah dibangunnya permukiman dengan rumah

yang memiliki tembok dan pagar yang sangat tinggi sehingga terkesan
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tertutup. Rumah tersebut seakan memberikan pembatas antar warga

perdesaan dan tidak sesuai dengan budaya guyub rukun dan gotong royong.

Permasalahan terkait tidak lengkapnya syarat perizinan tersebut diatas
dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dari internal Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun sehingga memungkinkan adanya kesalahan
yang terja di dalam pemberian izin pembangunan permukiman di
Kabupaten Madiun. Kurangnya koordinasi tersebut berdampak pada tidak
adanya hubungan komunikasi sehingga setiap pihak dalam Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun tidak mengetahui mengenai
izin pembangunan permukiman yang hanya diketahui oleh beberapa pihak
saja. Oleh sebab itu dimungkinkan permainan oleh beberapa oknum internal
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun sehingga banyak

terjadi penyimpangan dalam pemberian izin pembangunan.

Permasalahan tersebut juga berakibat pada tidak adanya pengecekan
dari setiap pihak internal Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Madiun sehingga kesalahan tersebut dapat memiliki presentase terjadi yang
tinggi. Selain itu dengan tidak adanya pengecekan ulang pihak Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun menjadi tidak tahu mengenai
siapa saja oknum-oknum yang melakukan permainan dengan izin mendirikan
bangunan tersebut sehingga perbaikan dan tindakan tegas terhadap oknum-

oknum tersebut juga tidak dapat dilakukan.
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1 Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa iimplemantasi kebijakan kawasan permukiman daerah kawasan
industri Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011 tentang penataan
kawasan di daerah zona industri_dinilai belum tepat kebijakan. Hal ini
dibuktikan dari belum tercapainya tujuan karena sampai saat ini
kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011
tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, terlihat dari
penataan kawasan permukiman yang masih belum tepat sasaran
terutama untuk warga yang memiliki huninan di sekitar zona kawasan
industri meskipun demikian pihak terkait baik dari BAPPEDA serta
DPUPR sudah mengusahakan pelaksanaan kebijakan tersebut

2. Ketepatan pelaksanaan

Secara garis besar, fenomena ketepatan pelaksanaan dapat
disimpulkan belum tepat pelaksanaan karena Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun No 9 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten Madiun telah dilakukan olen BAPPEDA sebagai dalam
rangka fungsi relokasi bangunan disekitar kawasan industri serta
penataan kawasan permukiman kedepanya peran DPUPR yang telah
membantu dalam mensosialisasikan dan melakukan pengarahan kepada
pihak swasta dalam hal ini pengembang perumahan. Akan tetepi pihak
pengembang perumahan belum dapat menyediakan permukiman sesuai

dengan apa yang diingkan warga di daerah kawasan sekitar zona
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industri, pihak pengembang permumahan tidak mempertimbangkan
lokasi pembangunan khususnya untuk warga terdampak sehingga
kebanyakan kavling yang tertempati bukan untuk warga terdampak
kebijakan.
3. Ketepatan Target

Secara garis besar, fenomena ketepatan target yang dilihat dari aspek
respon target sasaran dapat disimpulkan tidak semua pendekatan
berhasil dilakukan karena keberhasilan bergantung pada target sasaran
itu masing-masing. Selain respon masyarakat, ketepatan target juga
dilihat dari aspek intervensi, sejauh ini ada intervensi dari BAPPEDA
memberikan bantuan rumah serta ganti rugi untuk rumah warga di
kawasan industri bagi warga yang bersedia direlokasi dikawasan
perumahan. Karena yang menjadi target utama dalam implementasi
kebijakan penataan kawasan permukiman daerah kawasan industri ini
adalah warga yang memiliki permukiman di kawasan zona industri
Dumpil, Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

4. Ketepatan Lingkungan

Fenomena ketepatan lingkungan dari segi ketepatan lingkungan
internal sudah tepat, hal ini terlihat dengan pendekatan persuasive atau
pendekatan kekeluargaan yang berupa kegiatan sosialisasi dan
pengarahan yang dilakukan BAPPEDA selaku implementator dan
pengawas implementasi kebijakan penataan kawasan permukiman

daerah kawasan industri dengan internal organisasi yang berjalan
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dengan baik, namun terkendala beberapa warga yang bersikeras
menetap di kawasan tersebut dengan alasan lokasi permukiman yang
baru jauh dar tempat mereka bekerja serta tidak terbiasanya warga
menenmpati kawasan perumahan yang menurut warga ukurannya
sangat kecil dibandingan rumah mereka di Desa, selanjutnya upaya
represif DPUPR berupa penataan dan pembanguna perumahan
dikawasan yang diperuntukan untuk kawasan perumahan dan ditujukan
untuk hunian baru warga terdampak kawasan industri.
5 Ketepatan Proses

BAPPEDA telah melakukan upaya sosialisasi sera musyawarah agar
warga di zona kawasan industri mau direlokasi kekawasan perumahan.
Proses panyampaian informasi dari BAPPEDA kemudian dilanjutkan
kepada DPUPR serta dimusyawarahkan di Desa dengan warga
terdampak, DPUPR juga melakukan penyampaian informasi kepada
pengembang kawasan permukiman sehingga nantinya pembangunan
permukiman sesuai dengan apa yang ada dalam perda No 9 Tahun 2011
dan layak untuk warga baru ataupun warga terdampak Implementasi
kebijakan. Karena apabila warga tetap melilih untuk tinggal di area
industri akan berdampak buruk bagi warga itu sebdiri serta akan

mengakibatkan terhambatnya proses produksi di pabrik.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029
terkait kebijakan kawasan pemukiman daerah industri dilakukan dengan
menyediakan kawasan permukiman khusus yang layak huni disekitar
kawasan industri berbasis agro yang ramah lingkungan, sehingga
permukiman tersebut tidak mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang
masyarakat yang tinggal didalamnya. Permukiman tersebut juga harus
memenuhi izin mendirikan permukiman sebagaimana permukiman pada
umunya, namun permukiman tersebut hanya diutamakan untuk memenuhi
kebutuhan para pekerja industri dan dibatasi pengembangnya. Hal ini
dimaksudkan untuk tetap dapat memanfaatkan lahan industri sebagaimana
mestinya, dan guna melakukan pemerataan persebaran penduduk di
Kabupaten Malang dengan pembangunan permukiman.

2. Dari aktor yang terlibat dari implementasi kebijakan tersebut kurang
adanya koordinasai antar instansi dan sosialisai terhadap masyarakat.
Monopoli pengembang pembangunan permukiman oleh pihak swasata
sehingga kurang adanya pasar dan persaingan pasar yang bersih,
pemerintah kabupaten masih mengandalkan pembangunan mandiri oleh

masyarakat
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3. Sumber daya untuk mendukung keberlangsungan implementasi dari segi
pemerintah daerah sudah membukakan dan menyediakan lahan siap
bangun untuk industri akan tetapi belum adanya pembukaan lahan yang
ditujukan khusus untuk pembangunan kawasan permukimannya, sehingga
para pengembang perumahan mencari alternative sendiri dan melakukan
pembukaan lahan sendiri yang menurut mereka mempunya nilai lahan
yang murah.

4. Disposisi atau sikap para pelaksanaan implementasi kurang sejalannya
masing-masing instansi terutama pejabat dan pelaksana dilapangan,
sehingga tidak adanya koordinasi antara keduanya dan mengakibatkan
tujuan yang diharapkan dari perda tersebut tidak berjalan.

5. Struktur birokrasi BAPPEDA dan DPUPR kabupaten Madiun yang
dimaksud struktur birokrasi disini dan menjalankan perda tersebut
mempunyai peran turunan satu sama lain, sehingga perlu adanya
koordinasi dari keduanya dalam menjalankan perda tersebut untuk
mencapai keberhasilan pengimplementasianya

6. Hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Madiun 2009-2029 terkait Kebijakan Kawasan Pemukiman
Daerah Industri di Kabupaten Madiun adalah kurangnya patisipasi
masyarakat Kabupaten Madiun dalam melakukan pembangunan rumah
hunian secara pribadi. Kurangnya partisipasi tersebut dapat dibuktikan

dengan banyaknya permukiman/hunian liar yang berada di kawasan yang
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tidak diperuntukkan untuk kawasan permukiman maupun kawasan khusus
permukiman yang dipergunakan untuk pegawai industri. Tidak
dipenuhinya syarat pengajuan izin pembangunan permukiman di
perdesaan yaitu gambar permukiman yang akan dibangun oleh
pengembang perumahan dan kurangnya koordinasi dari internal Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun sehingga memungkinkan
adanya kesalahan yang terjadi dalam pemberian izin pembangunan

permukiman di Kabupaten Madiun.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Madiun harus dapat lebih memberikan
pengarahan kepada masyarakat dan pengembang perumahan di Kabupaten
Madiun tentang pentingnya permukiman layak huni dan peruntukan lahan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun guna
mengembangkan potensi wilayah dengan menggunakan wilayah tersebut
sesuai  peruntukannya dan melakukan pemerataan penyebaran
permukiman yang layak di Kabupaten Madiun.

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi tersebut harus selalu
melakukan kordinasi sehingga terjalin komunikasi yang baik antara
BAPPEDA,DPUPR, Investor industri, Pengembang perumahan dan
masyarakat. Sehingga dapat dibangun pemukiman rakyat di daerah

kawasan industri yang mempermudah masyarakat
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3.

Pemanfaatan sumber daya yang ada kabupaten Madiun Memiliki wilayah
yang sangat luas sehingga perlu di maksimalkanya potensi lahannya,
pembangunan kawasan industri sudah dilakukan dengan baik dengan
pertimbangan mobilitas dan letak bangunannya, selanjutnya tinggal menta
bagaimana permukiman disekitar kawasan industri itu dibangun dan
mempermudah pegawai dan tidak menggangu masyarakat yang sudah ada
di sana sebelumnya.

Disposisi atu sikap dari pelaksana implementasi harusnya melakukan
pemahaman lebih detail terhadap isi dalam perda tersebut, sehingga dalam
pelaksanaanya akan lebih efisien dan efektif dan perlu adanya komunikasi
serta sosialisasi terhadap masyarakat disekitar kawasan industri serka
komunikasi dengan pihak pengelola industri

Dari struktur birokrasi dalam pelaksanaanya harusnya dilakukan secara
berjenjang secara vertical dari atas kebawah, sehingga dalam
pelaksanaanya sesuai dengan perintah diatasnya dan sesuai dilapangnya.
Dan sebaliknya laporan pelaksanaan dari bawah ke atas dapat disampaikan
secara structural dan terperinci

Masyarakat dan pengembang perumahan di Kabupaten Madiun harus
lebih peduli terhadap pemanfaatan lahan di Kabupaten Madiun sesuai
dengan peruntukannya. Selain itu masyarakat dan pengembang perumahan
di Kabupaten Madiun juga harus lebih aktif dalam menyediakan hunian

layak huni baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan dan disekitar
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kawasan industri sebagai kawasan permukiman Kkhusus yang
diperuntukkan untuk karyawan industri tersebut.

Terkait partisipasi masyarakat, masyarakat harusnya juga aktif terhadap
implementasi perda tersebut, jadi terjalin sebuah keselarasan apabila
aparatur yang menjalankan kebijakan sudah menjalankan tupoksinya
dengan baik dan diikuti dengan peran aktif masyarakat maka akan tercapai
sebuah implementasi yang baik dan sesuai dengan peraturan daerah yang

sudah dirumuskan.
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